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INTISARI 
 
YULIANUS SARIRA, NIM E12107503. Analisis Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil di Kota Makassar di bawah bimbingan  H. A. Gau 
Kadir,  selaku pembimbing I dan Nurlina, selaku pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kepuasan masyarkat 
terhadap pelayanan  publik pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil 
di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
indeks kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik pada Dinas 
Kependudukan dan catatan Sipil di Kota Makassar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Tempat penelitian adalah  Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner terhadap sejumlah responden, dokumentasi dan studi pustaka 
serta wawancara.   
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari dimensi  Indek 
kepuasan Masyrakat (IKM) pelayanan yang diberikan dinilai sudah baik. 
Hal ini menunjukkan bahwa pada dimensi ini masyarakat sudah puas 
dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah. Adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi adalah faktor sumber daya manusianya dan 
sarana dan prasarana. 
 
Saran dalam hasil penelitian ini adalah Dalam rangka pemenuhan 
kepuasan pelayanan masyarakat maka hendaknya pelayanan tetap 
dimaksimalkan  walaupun terkendala oleh beberapa fasilitas penunjang 
serta sarana dan prasarana Peningkatan mutu pelaynan melalui sumber 
daya manusia (SDM) yang mapan dan berkualitas harus tetap 
dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan upaya menjalin kerja sama 
dengan lembaga atau LSM lainya yang bisa memberikan pelatihan berupa 
pelayanan prima. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota 
Makassar perlu memikirkan untuk memberikan penghargaan bagi pegawai 
atau aparat pemerintah yang berprestasi agar menjadi motivasi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat .  
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
 
Julian sarira, NIM E12107503. Analysis of Community Satisfaction Index 
for Public Service at the Department of Civil Registration in Makassar 
under the guidance of H. A. Gau Kadir, I and Nurlina as mentors, as 
mentors II study aims to determine the index of the community satisfaction 
with public services in the Department of Population and Civil records in 
Makassar and to determine the factors that affect the community 
satisfaction index with public services in the Department of Population and 
Civil records in Makassar. 
This research is quantitative research with a descriptive approach. Where 
the research is the Office of Civil Registration of Makassar. Data collection 
techniques used were questionnaires to a number of respondents, 
documentation and literature as well as interviews. 
 
Results of this study showed that in terms of the dimensions of satisfaction 
Peoples Index (HPI) the service provided is considered to be good. This 
shows that the dimension of the community are satisfied with the services 
provided by government officials. The factors are the factors that affect 
human resources and infrastructure. 
 
Suggestions in this study is in order to meet the satisfaction of the public 
service should be maximized although services remain constrained by a 
number of supporting facilities and infrastructure pelaynan quality 
improvement through human resources (HR) is a well-established and 
quality should be maintained and even enhanced by efforts to establish 
working together with other agencies or NGOs that can provide excellent 
service in the form of training. Jakarta Population and Civil Registration in 
Makassar need to think to reward employees or government officials who 
excel in order to be motivated in providing services to the public. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 . Latar Belakang 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 yang telah diamandemen mengamanatkan bahwa tujuan 
didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat 
tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi 
kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang 
mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang 
berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap 
warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. 
Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi 
yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa 
disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi 
nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan 
yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia 
dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh 
kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, 
investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti 
pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah 
kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai 
aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna 
  
 
mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan 
konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan 
perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana 
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan 
sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. 
Pelayanan publik menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik.  
Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan adalah 
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen 
dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan 
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada 
kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi 
semakin jauh dari misinya untuk memberikan pelayanan publik. Birokrasi 
dan para pejabatnya lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa 
daripada sebagai pelayan masyarakat. Akibatnya, sikap dan perilaku 
birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung 
mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Akses terhadap 
  
 
pelayanan dan kualitas pelayanan publik sering berbeda bergantung pada 
kedekatannya dengan elit birokrasi dan politik. Hal seperti ini sering 
mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan 
secara tak wajar oleh birokrasi publik (Dwiyanto, 2006:2).  
Selama ini, pemerintah sebenarnya juga selalu mengumandangkan 
bahwa aparatur pemerintah adalah merupakan abdi masyarakat. Sebagai 
abdi masyarakat, sudah jelas bahwa tugas utama dari aparatur 
pemerintah yaitu memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para 
aparatur pemerintah.Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas 
merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (Good 
Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Dalam 
kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan 
suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan 
dan harus dilaksanakan oleh semua para aparatur pemerintah. 
Ditinjau dari kebutuhan masyarakat, pelayanan publik sangatlah 
penting, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik. Pelayanan 
dalam bentuk barang publik dapat berupa fasilitas-fasilitas yang 
menunjang kehidupan masyarakat seperti jalan raya, air bersih dan lain 
sebagainya. Semakin tinggi kualitas pelayanan dalam bentuk barang 
publik maka kehidupan masyarakat akan baik, artinya tidak ada masalah 
yang menghambat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sementara 
pelayanan dalam bentuk jasa sangat dibutuhkan masyarakat, seperti 
pelayanan kesehatan dan pendidikan serta penyelenggaraan transportasi. 
Setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim 
dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 
  
 
kehidupan manusia (Poltak Lijan Sinambela, 2006). Oleh karena itu, 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menuntut kualitas tertentu. 
Pelayanan yang diselenggarakan pengelola melalui aparatnya, walaupun 
tidak bertujuan mencari keuntungan namun tetap harus mengutamakan 
kualitas layanan yang sesuai dengan tuntutan, harapan dan kebutuhan 
masyarakat yang dilayani. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, 
birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran 
(revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur 
dan memerintah berubah menjadi suka melayani. Dari yang suka 
menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong 
menuju ke arah yang fleksibel kolaburatis dan dialogis. Dari cara-cara 
yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis (Miftah 
Toha, 1996). 
Kebijakan pendayagunaan aparatur negara dalam upaya 
peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten 
dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga 
pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara 
cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta 
tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara 
terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara 
pada semua tingkatan pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur 
pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang 
diharapkan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah 
kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat 
  
 
terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat; 
berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), salah satu 
kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun 
Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi 
kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 
sehingga ditetapkan Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 
Masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah dengan  Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor: Kep/25/M.Pan/2/2004. 
Berdasarkan uraian dan persepsi inilah yang kemudian 
melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul “Analisis Indeks 
Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil  di Kota Makassar” 
1.2 . Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dalam 
penelitian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan 
Publik  pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota 
Makassar? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil? 
1.3 . Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
  
 
a. Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 
yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Untuk 
mengetahui Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan 
Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
a. Manfaat akademis, hasil penelitian ini merupakan indeks kepuasan 
masyarakat yang bisa menjadi bahan kajian, pengembangan ilmu 
pemerintahan, khususnya pada mata kuliah yang berhubungan 
dengan  Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 
b. Manfaat praktis, digunakan sebagai bahan masukan dan 
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan 
konsep indeks  Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik 
c. Manfaat metodologis, hasil penelitian ini  menjadi bahan rujukan 
bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada fokus yang sama. 
d. Tambahan literatur serta bahan kajian untuk diteliti lebih lanjut 
khusunya mahasiswa ilmu pemerintahan. 
 
1.4.  Kerangka Konseptual  
  
 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi 
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat 
dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 
publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan 
dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang 
kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang "relevan”, “valid" dan 
"reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar 
pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanan; 
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan 
jenis pelayanannya; 
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 
petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta 
kewenangan dan tanggung jawabnya); 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 
sesuai ketentuan yang berlaku; 
  
 
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang 
dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan 
penyelesaian pelayanan; 
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian  dan 
ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ 
menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; 
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 
penyelenggara pelayanan  
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 
dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang 
dilayani;  
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.  
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 
terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; 
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat 
memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 
  
 
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 
digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 
dari pelaksanaan pelayanan 
 Faktor-faktor yang mempengararuhi indeks kepuasan masyarakat 
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar 
yaitu: 
1. Faktor Pendukung 
Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik 
adalah     sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dengan 
kualifikasi pendidikan serta kompetensi yang memadai dan 
berkualitas. 
2. Faktor Penghambatan  
Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan 
publik adalah  Sarana dan prasarana pelayanan yaitu segala jenis 
peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi 
sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. 
Peranan sarana pelayanan sangat penting disamping peran unsur 
manusianya sendiri .Namun yang ada pada Dinas Kependudukan 
dan Catata 
Gambar 1.1 
BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL 
  
 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
(KEPMENPAN NO 25 TAHUN 2004) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.  Definisi Operasional  
Defenisi operasional ialah suatu defenisi yang didasarkan pada 
karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang 
didefenisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruksi 
dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang 
dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh 
orang lain. Berdasarkan teori yang telah ditemukan sebelumnya dan 
disesuaikan dengan teknis analisis yang digunakan maka dilakukan 
identifikasi dan defenisi operasioanal terhadap variable-variabel yang 
akan diteliti. 
INDIKATOR: 
1. Prosedur pelayanan 
2. Persyaratan Pelayanan 
3. Kejelasan petugas 
pelayanan 
4. Kedisiplinan petugas 
pelayanan 
5. Tanggung jawab 
petugas pelayanan 
6. Kemampuan petugas 
pelayanan 
7. Kecepatan pelayanan 
8. Keadilan mendapatkan 
pelayanan 
9. Kesopanan dan 
keramahan petugas 
10. Kewajaran biaya 
pelayanan 
11. Kepastian biaya 
pelayanan 
12. Kepastian jadwal 
pelayanan 
13. Kenyamanan 
lingkungan 
14. Keamanan Pelayanan 
 
 
 
Jenis Pelayanan 
(Undang-Undang RI No. 
23 Tahun 2006) 
  Akte Kelahiran 
 Mutasi Penduduk 
 Faktor Pendukung 
Sumber daya Manusia 
 Faktor Penghambat 
Sarana dan Prasarana 
 
  
 
Untuk  memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian 
ini, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, yaitu 
sebagai berikut: 
a) Jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di 
Kota Makassar adalah Akte Kelahiran dan Mutasi Penduduk. 
b) Dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 
- Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi 
kesederhanaan alur pelayanan; 
- Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 
sesuai dengan jenis pelayanannya; 
- Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan 
kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, 
jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya); 
- Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas 
dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi 
waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 
- Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan 
wewenang dan tanggung jawab petugas dalam 
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan; 
- Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian  dan 
ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ 
menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; 
  
 
- Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 
penyelenggara pelayanan  
- Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan 
pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status 
masyarakat yang dilayani;  
- Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan 
perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 
menghargai dan menghormati.  
- Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan 
masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh 
unit pelayanan; 
- Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya 
yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; 
- Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu 
pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 
- Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan 
prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga 
dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima 
pelayanan; 
- Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana 
yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
  
 
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang 
diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan  
1.6.  Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana akan 
diuraikan dan dianalisis permasalahan penelitian. Pendekatan yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kuantitatif yang 
merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan 
peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu 
secara rinci dan mendalam .  
1.6.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar khususnya di  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
1.6.2 Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Sesuai dengan lokasi yang ditetapkan maka populasi dalam 
penelitian ini adalah masyarakat penggunana layanan dan 
aparatur pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil   
2. Sampel 
Teknik Penarikan Sampel dalam penelitian ini adalah 
menggunakan teknik Porposive Sampling,yaitu teknik penarikan 
sampel dengan cara sengaja atau menunjuk langsung orang 
yang bisa mewakili populasi (untuk aparat pemerintah pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) serta teknik sampling 
aksidental,yaitu teknik penetuan sampel berdasarkan kebetulan 
  
 
yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 
dan dapat digunakan sebagai sampel,bila dipandang orang 
yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 
(Pengguna jasa layanan pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil). 
I. Informan 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, 
artinya bahwa orang yang dapat memberikan informasi tentang 
situasi dan kondisi latar penelitian. 
Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil   : 1 orang 
2. Sekertaris Dinas      : 1 orang 
3. Staff Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : 8 orang 
Jumlah         10 orang 
II.    Responden 
          Masyarakat (Pengguna jasa layanan)     
1. Pelayanan Akte Kelahiran    : 150 orang 
2. Pelayanan Mutasi Penduduk    : 150 orang 
Jumlah         300 orang 
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
1) Wawancara 
Teknik wawancara merupakan kegiatan tanya jawab atau 
interview yang dilakukan secara bebas namun terarah dengan kata 
lain pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan 
  
 
sebelumnya dan jika diperlukan pertanyaan tersebut dapat 
berkembang melihat situasi dan kondisi di lapangan. Melalui teknik 
ini, penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang sejauh mana 
kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah 
kelurahan serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi. 
2) Observasi 
 Teknik ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat 
secara langsung di lokasi penelitian atas gejala-gejala yang ada 
kaitannya dengan objek yang diteliti, sehingga melalui proses ini 
penulis berusaha mendapatkan data yang dibutuhkan. 
Observasi dilakukan untuk menjajaki masalah yang dipilih dalam 
penelitian. Jadi berfungsi sebagai eksplorasi. Dari hasil ini kita 
dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah dan 
petunjuk yang dibutuhkan. 
3) Studi Kepustakaan 
 Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan 
membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, 
undang-undang dan media informasi lain yang ada 
hubungannya dengan pelayanan administrasi kependudukan 
dan surat keterangan. 
 
4) Kuesioner  
Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis terhadap 
responden 
  
 
1.6.4   Sumber Data  
 Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 
primer dan data sekunder. 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
asalnya. Data primer diperoleh melalui : 
1. Observasi, yaitu pengumpulan data dalam kegiatan 
penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi 
yang berkaitan dengan objek penelitian. 
2. Interview atau wawancara mendalam, yaitu mengadakan 
wawancara dengan informan yang bertujuan untuk 
mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang 
berbagai aspek yang berhubungan dengan 
permasalahan penelitian. 
b. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya 
yang diperoleh dari studi keputakaan maupun studi 
dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui : 
1. Studi Pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur 
atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. 
2. Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau 
daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian 
yang dilakukan. 
         1.6.5  Analisa Data 
Untuk mendapatkan hasil yang obyektif  dalam penelitian ini, 
maka data yang didapatkan di lapangan akan dianalisa secara   
kuantitatif.  
  
 
Nilal IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata 
tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan 
indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang 
dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama 
dengan rumus sebagai berikut: 
Bobot nilai rata – rata tertimbang = 
Jumlah Bobot 
= 
1 
= 0,071 
Jumlah Unsur 14 
    Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan 
pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus 
sebagai berikut: 
IKM  = 
Total dari Nilai Persepsi Per 
Unsur x Nilai penimbang 
Total unsur yang terisi 
Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM 
yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas 
dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai 
berikut: 
  
 
IKM Unit pelayanan x 25 
Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik 
yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan 
dimungkinkan untuk: 
a. Menambah unsur yang dianggap relevan.  
b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 14 (empat 
belas) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, 
dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. 
                       Tabel 1.1 
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan 
dan Kinerja Unit Pelayanan 
 
NILAI 
PERSEPSI 
NILAI 
INTERVAL 
IKM 
INILAI 
INTERVAL 
KONVERSI 
IKM 
MUTU 
PELAYAN
AN 
KINERJA 
UNIT 
PELAYAN
AN 
1 1,00 – 1,75 25 – 43,75  D Tidak baik 
2 1,76 – 2,50 
43,76 – 
62,50 
C 
Kurang 
baik 
3 2,51 – 3,25  
62,51 – 
81,25  
B Baik 
4 3,26 – 4,00  
81,26 – 
100,00 
A 
Sangat 
baik 
   Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
  
 
  Nilai persepsi 1 sampai 4,nilai interval indeks kepuasan 
masyarakat 25 sampai 100 sedangkan mutu pelaynan A sampai Z 
dan kinerja unit pelayanan sangat baik sampai tidak baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
1.4 .  Konsep Dasar Indeks Kepuasan Masyrakat 
1. Indeks Kepuasan Masyarakat 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut Kepmenpan No 25 
tahun 2004 adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan 
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif 
atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 
harapan dan kebutuhannya. 
Menurut Tjiptono (1997:31), Indeks Kepuasan Pelanggan 
adalah mengukur perbedaan antara apa yang ingin diwujudkan oleh 
pelanggan dalam membeli suatu produk atau jasa dan apa yang 
sesungguhnya ditawarkan perusahaan. Sedangkan Bragan (1992:51-
53) memberikan alasan pengunaan Indeks Kepuasan Pelanggan 
sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas pelayanan adalah 
berdasarkan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa untuk 
mengetahui program mutu, apapun bentuk organisasinya keberhasilan 
dari program mutu tersebut diukur dari kepuasan pelanggan”. 
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih 
banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas 
yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya 
berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, 
sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur 
  
 
pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani 
masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan 
kualitas pelayanan. 
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat 
sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di 
samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi 
bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan 
dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanannya. 
 Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat 
dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan 
penyusunan Indeks; Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan 
diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan bagi 
Instansi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di 
lingkungan instansi masing-masing. Oleh karena itu, penetapan 
unsur penilaian telah didahului dengan penelitian yang dilaksanakan 
atas kerja sama Kementerian PAN dengan BPS. Dari hasil penelitian 
diperoleh 48 (empat puluh delapan) unsur penting yAng mencakup 
berbagal sektor layanan yang sangat bervariasi dan dari hasil 
pengujian akademis/ilmiah diperoleh 14 (empat belas) unsur yang 
  
 
dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, untuk mengukur 
indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan. 
Namun demikian, masing-masing unit pelayanan dimungkinkan 
untuk menambah unsur yang dianggap relevan dengan 
karakteristiknya.Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 
dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelayanan instansi 
pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, dengan 
tujuan untuk mengetahui tingkat kinera unit pelayanan secara 
berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 
peningkatan - kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi 
masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai 
gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. 
Begitu pula masyarakat, pengertian secara sederhana dapat 
dikatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang telah 
lama bertempat tinggal di suatu daerah tertentu dan memilki aturan 
bersama untuk mencapai tujuan bersama. Namun demikian untuk 
lebih memuaskan dari pengertian sederhana di atas, maka lebih jelas 
apabila dimuat berdasarkan muatan teoritis serta diakui 
kebenarannya seperti yang dikatakan para ahli sebagai berikut : 
Ralph Linton (1968) menyatakan bahwa “masyarakat adalah 
kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerja sama, sehinga 
mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang 
dirinya sebagai suatu satuan sosial dengan batas-batas tertentu”. 
MenurutJ.L Gillin dan J.P Gillin, masyarakat adalah kelompok 
manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan 
  
 
persatuan yang diikat oleh kesamaan. Sementara menurut Selo 
Soemardjan (1974) masyarakat adalah orang-orang yang hidup 
bersama dan menghasilkan kebudayaan. 
Koentjaraningrat (1994) mengatakan bahwa “masyarakat adalah 
kesatuan hidup manusia yang berinteraksimenurut suatu sistem adat 
istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa 
identitas yang sama”, sedangkan menurut Paul B. Horton dan C. 
Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, 
hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu 
wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan 
sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia 
tersebut. 
Dari kelima definisi ini, dapat disimpulkan bahwa “masyarakat 
sebagai kumpulan individu atau manusia yang bertempat tinggal 
dalam suatu wilayah yang sama dengan batas-batas tertentu dan 
terikat dalam satu jalinan kerja sama yang terorganisir untuk 
mencapai tujuan tertentu. Sasaran yang ingin dicapai dalam 
pelayanan masyarakat adalah kepuasan masyarakat. Suatu sasaran 
yang cukup sederhana, mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk 
mencapainya, mengingat ukuran kepuasan setiap orang berbeda-
beda. Namun demikian, bukan berarti tidak ada indikator umum yang 
bisa dipakai untuk mengukur kepuasan masyarakat. Indikator itu 
adalah masyarakat dapat menerima perlakuan dan hasil layanan 
dengan kegembiraan dan keikhlasan. Dalam hal ini kepuasan 
mempunyai dua komponen, yaitu sebagai berikut : 
  
 
 Komponen layanan. Dalam komponen layanan, beberapa hal 
pokok yang harus diperhatikan untuk memberikan kepuasan 
adalah tingkah laku yang sopan, cara menyampaikan sesuatu 
yang berkaitan dengan apa yang harus diterima oleh orang 
yang bersangkutan, waku penyampaian yang tepat serta 
beramah tamahkan. 
 Komponen modal. Berupa barang, jasa atau surat-surat 
berharga. Kepuasan seseorang terhadap barang adalah 
apabila barang tersebut dalam keadaan baik dalam segala 
dimensinya, seperti bersih, utuh/tidak kurang, tidak cacat dan 
lain-lain. Sedangkan seseorang terhadap jasa yang 
diterimanya muncul apabila jasa itu dapat dinikmati oleh panca 
indra dan atau perasaan seperti gerak, suara, keindahan, 
kenyamanan, rupa dan lain-lain. Sedangkan kepuasan 
masyarakat terhadap surat-surat berharga akan tercapai 
apabila surat yang diterimanya dalam keadaan baik, tidak 
cacat secara hukum dalam artian dibuat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
2.2 . Konsep Pelayanan Publik 
Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya 
diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator 
tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa 
dalam pengaturan hukum tata negaranya. (Kencana Inu, 1999). 
Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan 
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mepunyai 
  
 
kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok 
dan atta cara yang telah ditetapkan.(Widodo Joko, 2001). Sedangkan 
Pelayanan Umum oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan 
sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan 
oleh instansi pemerintah pusat,di daerah, dan di lingkungan badan 
usaha milik negara/daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik 
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 
dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
Menurut Kepmenpan No 25 Tahun 2004  Pelayanan 
publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik sebagal upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit pelayanan 
publilk adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah 
termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung maupun 
tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima 
pelayanan. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi 
pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik 
sesuai dengan peraturan perundangundangan. 
Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, 
lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima 
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.Kepuasan 
pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap 
  
 
kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara 
pelayanan publik.Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan 
nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian 
pelayanan publik, yang besaran dan tatacara pembayarannya 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek 
yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat 
sebagai variabel 
Dalam memahami konsep pelayanan, tidak terlepas dari 
masalah kepentingan umum yang menjadi asal-usul timbulnya 
pelayanan. Kepentingan umum adalah berkaitan dengan pemberian 
pelayanan kepada masyarakat umum, meskipun pada perkembangan 
selanjutnya pelayanan jasa juga timbul karena adanya kewajiban 
sebagai suatu bentuk dari proses penyelenggaraan suatu organisasi, 
baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta tujuan 
pelayanan telah ditetapkan bersamaan dengan pembentukan 
organisasi. 
Untuk menjelaskan pengertian pelayanan yang lebih luas, 
penulis mengutip pendapat dari Moenir (1998:26), pelayanan adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 
dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode 
tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain 
sesuai haknya. Faktor material adalah faktor organisasi yang 
menimbulkan hak dan kewajiban baik keluar maupun ke dalam 
  
 
sebagaimana tercantum pada pasal-pasal dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. 
Pelayanan adalah segala bentuk barang atau jasa, baik dalam 
rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (Anonim, 1993:21). 
Beranjak dari beberapa pemikiran tersebut diatas, dapat disimpulkan 
bahwa pelayanan dari sisi pemerintah adalah suatu proses atau 
rangkaian kegiatan pemerintah untuk memberikan service atau jasa 
kepada pihak lain berupa pengaturan maupun penyediaan pelayanan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, baik 
kebutuhan yang timbul karena adanya hak maupun karena adanya 
kewajiban. Pelayaan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik 
merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara 
sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan 
publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan 
masyarakat (warga negara) dari satu negara kesejahteraan (welfare 
state). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai 
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Moleong, 2004) 
Kondisi masyarakat yang mengalami perkembangan dinamis, 
tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, mengakibatkan 
masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, 
  
 
mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. 
Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan 
kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kenyataan 
yang ada mengisyaratkan hal yang kurang melegakan, hal tersebut 
terkait dengan kepuasan masyarakat yang belum terpenuhi dengan 
kata lain pelayanan yang diberikan selama ini masih belum memenuhi 
harapan pelanggan atau masyarakat, bahkan seringkali terjadi mal-
pelayanan, dimana masih banyak dirasakan kelemahan-kelemahan 
yang dampaknya sering merugikan masyarakat.(Widodo Djoko, 
2000). 
Terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan menciptakan 
kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Sebagai salah satu wujud 
dari implementasi kebijakan otonomi daerah maka indeks kepuasaan 
pelayanan publik merupakan salah satu strategi untuk mengatasi 
adanya mal-administrasi dalam usaha meningkatkan kinerja aparatur 
publik, untuk itu maka diperlukan perhatian khusus dan mendalam 
terhadap pelayanan yang diberikan, apakah pemerintah daerah telah 
memberikan kepuasan pelanggan atau penerima layanan atau 
sebaliknya. Kepuasan pelanggan akan dapat mendukung tercapainya 
indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah begitu pula 
sebaliknya. Peranan pelayanan sangat penting artinnya di dalam 
penyelenggaraan pemerintahan terlebih pada pelakasanaan otonomi 
daerah karena dengan kebijakan otonomi daerah, maka daerah harus 
  
 
mampu mengelola daerahnya secara mandiri. (Ganie-Rochman, 
2000). 
Ada tiga bentuk dasar pelayanan. Ketiga fungsi ini adalah 
layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan dan layanan melalui 
perbuatan. 
1. Layanan dengan lisan diberikan oleh personil yang bertugas 
memberikan layanan informasi dari bidang lainnya yang tugasnya 
memberikan penjelasan kepada pihak yang memerlukan. Dalam 
suatu organisasi, layanan ini biasanya diberikan oleh bagian 
Hubungan Masyarakat (Humas) atau yang semacamnya. Beberapa 
syarat yang dipenuhi dalam layanan lisan ini agar bisa berhasil 
sesuai dengan yang diharapkan adalah sebagai berikut : 
a. Mampu memberikan penjelasan yang diperlukan dengan lancar, 
singkat dengan jelas, sehingga memuaskan para pengguna 
jasa. 
b. Bersikap sopan dan ramah 
c. Dengan bersikap yang sopan tidak melayani orang-orang yang 
ingin sekedar ngobrol 
d. Tidak membuang-buang waktu dengan ngobrol atau dengan 
membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya.  
2. Layanan dengan tulisan. Layanan ini merupakan bentuk layanan 
yang paling efisien dan paling banyak digunakan atau dipraktekkan 
terlebih-lebih dalam era globalisasi, dimana layanan bisa diberikan 
dalam jarak jauh. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam layanan 
ini adalah kecepatan pengelolaan masalah dan proses 
  
 
penyelesaiannya. Layanan tulisan ini terdiri dari dua golongan, 
yaitu : 
a. Layanan berupa petunjuk / informasi dan yang sejenis dengan 
itu yang ditunjukkan kepada orang-orang yang berkepentingan. 
b. Layanan tertulis berupa reaksi atas permohonan, keluhan, 
laporan, ataupun pemberitahuan.  
3. Layanan dengan perbuatan. Layanan ini banyak dilakukan oleh 
petugas-petugas tingkat menengah ke bawah dengan tingkat 
keahlian atau keterampilan yang memadai. Layanan ini jarang 
muncul sendirian, karena ia lebih sering muncul bersamaan dengan 
layanan secara lisan. Namun demikian, layanan ini memiliki 
spesifikasi tertentu yang membedakannya dengan layanan lisan, 
yaitu orang tidak hanya membutuhkan penjelasan, tetapi juga 
memerlukan perbuatan atau tindakan atau hasil perbuatan. 
Secara teoritis, tujuan pelayanan pada dasarnya adalah 
memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut, 
dituntut kualitas pelayanan yang tercermin dari : 
a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan 
disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
b.  Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung 
jawabkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
  
 
d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 
e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan 
diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, 
agama, golongan, status sosial dan lain-lain. 
f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 
penerima pelayanan (Sinambela 2006:6). 
Adapun prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas 
(Batinggi,1999;2-15) adalah sebagai berikut: 
a. Sebelum segala sesuatu dimulai, maka proses dan prosedur 
harus ditetapkan lebih awal. 
b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang 
terlibat. Proses dan prosedur tidak boleh membingungkan dan 
mengandung interpretasi ganda. 
c. Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dalam sistem, 
satu mata rantai yang akhirnya membuahkan hasil. Apabila 
sistem itu baik, maka kecil kemungkinan kesalahan akan terjadi. 
d. Peninjauan kualitas oleh para eksekutif perlu dilakukan secara 
periodik dalam arti perlu diadakan penyempurnaan dari 
prosedur kerja jika dipandang perlu dengan memperhatikan 
selera pihak yang dilayani. 
e. Kualitas pelayanan dapat dicapai hanya apabila para pemimpin 
organisasi menciptakan suatu iklim budaya organisasi yang 
  
 
memusatkan perhatian secara konsisten pada peningkatan 
kualitas dan kemudian menyempurnakannya secara berkala. 
f. Kualitas berarti memenuhi kebutuhan, keinginan dan selera 
konsumen/pelanggan. 
g. Kualitas menuntut kerjasama yang erat. Setiap orang dalam 
organisasi hendaknya memandang orang lain sebagai 
partnernya yang dapat dilihat dan dihargai sebagai bagian dari 
penentu berhasilnya melaksanakan kewajiban. 
Zeithaml dan Bitner (2000), menyatakan bahwa kepuasan 
pelanggan dipengaruhi oleh faktor kualitas pelayanan, kualitas 
produk, harga, faktor situasi dan faktor pribadi pelanggan. Untuk 
mengukur berkualitas tidaknya suatu pelayanan yang diberikan 
kepada konsumen pengguna jasa, maka ada lima dimensi 
karakteristik yang diidentifikasi dan digunakan oleh para pelanggan 
dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Kelima dimensi 
karakteristik kualitas pelayanan tersebut adalah: 
a. Bukti Nyata, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai 
dan sarana komunikasi. 
b. Kehandalan, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan 
dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan telah yang 
dijanjikan. 
c. Daya Tanggap, yaitu keinginan para staf untuk membantu para 
pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 
  
 
d. Kepastian, yaitu mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat 
dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, 
resiko ataupun keragu-raguan. 
e. Empati, yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 
komunikasi yang baik dan perhatian dengan tulus terhadap 
kebutuhan pelanggan. 
2.3 . Konsep Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat 
Peningkatan kualitas pelayanan mengandung makna adanya 
perubahan mutu, kondisi, dari keadaan sekarang ke mutu yang lebih 
baik. Jadi kualitas dalam hal ini bersifat dinamis menyesuaikan dengan 
perkembangan situasi dan kondisi msyarakat. 
Gasperz, Vincent, (1997:5) memberi pengertian kualitas dengan 
menyatakan bahwa: 
“Kualitas diartikan segala sesuatu yang menentukan kepuasan 
pelanggan dan upaya perubahan kearah perbaikan terus-menerus, 
sehingga dikenal istilah Q=MATCH (Quality=Meets Agreed and 
Changes)”. 
 
Definisi kualitas dikemukakan pula oleh Juran, Jasep M. (dalam 
Tjiptono, Fandy, 2000:53) mendefinisikan kualitas dengan menyatakan 
bahwa: 
“Kualitas sebagai cocok/sesuai untuk digunakan (Fitness for Us) yang 
mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat 
memenuhi apa yang diharapkan oleh pemakainya”. 
 
 
 2.4. Konsep Administrasi Kependudukan  
  
 
Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah 
rangkaian kegiatan penataan dan   dalam penerbitan dokumen dan 
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan 
sektor lain. 
Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung 
jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang 
dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi koordinasi 
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,  pembentukan Instansi 
Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi 
Kependudukan,  pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan, pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di 
bidang Administrasi Kependudukan, penugasan kepada desa untuk 
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan 
berdasarkan asas tugas pembantuan, pengelolaan dan penyajian Data 
Kependudukan berskala kabupaten/kota dan koordinasi pengawasan 
atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 
 
 
 
  
 
BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Bab ini akan membahas secara umum tentang wilayah Kota 
Makassar khususnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota 
Makassar. Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk 
dicantumkan ke dalam salah satu bab dalam skripsi ini, supaya pembaca 
dapat mengetahui secara pintas dan lebih memahami keadaan lokasi 
penelitian yang dimaksud. 
3.1 . Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 
3.1.1 Keadaan Geografis 
Secara geografis kota Makassar sebagai pusat pengembangan 
dan pelayanan pembangunan di kawasan Timur Indonesia yang letaknya 
di pesisir pantai Barat Sulawesi Selatan pada koordinat 119 24,17,29” – 
119 32” 31”, 03” Bujur Timur dan antara 5º 30, 81 - 5º 14’ 6, 49” Lintang 
selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 – 25 m dari 
permukaan laut, dengan suhu antara 22º C sampai dengan 32º C dan 
curah hujan antara 2000 – 3000 mm dengan rata-rata hujan 108 hari 
pertahun.  
Adapun batas-batas administrasi Kota Makassar sebagai berikut :   
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros  
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros  
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa  
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar  
  
 
3.1.2 Luas Wilayah  
Secara keseluruhan kota Makassar memiliki luas 175,77 Km² 
yang terdiri dari 14 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
Luas wilayah dan persentase terhadap luas wilayah menurut 
kecamatan di kota Makassar 
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Mariso  
Mamajang  
Tamalate  
Rappocini  
Makassar  
Ujung Pandang  
Wajo  
Bontoala  
Ujung Tanah  
Tallo  
Panakukang  
Manggala  
Biringkanaya  
Tamalanrea  
 
1,82  
2,25  
18,18  
9,23  
2,52  
2,63  
1,99  
2,10  
5,94  
8,75  
13,03  
24,14  
48,22  
31,84  
 
1,04 
1,28  
11,50  
5,25  
1,43  
1,50  
1,13  
1,19  
3,38  
3,32  
9,70  
13,73  
27,43  
18,11  
 
   Makassar 175,77 100,00 
Sumber : BPS kota Makassar, dalam angka 2012 
Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa kecamatan yang paling luas 
yaitu Kecamatan Biringkanaya yang mencakup 48,22 Km2, kemudian 
Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Manggala, Kecamatan tamalate, 
Kecamatan Panakukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, 
Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan 
Makassar, kecamatan Mamajang, Kecamatan Bontoala, Kematan Wajo 
  
 
dan yang terakhir adalah Kecamatan Mariso yang mempunyai luas 
wilayah yang paling kecil. 
3.1.3    Keadaan Penduduk  
Table 3.2 
Keadaan Penduduk Berdasarkan JenisKelamin 
  
        Sumber : BPS kota Makassar, dalam angka 2012 
Penduduk kota Makassar tahun 2011 tercatat sebanyak 1. 352. 
136 jiwa yang terdiri dari 667.681 laki-laki dan 684.455 perempuan. 
Komposisi penduduk Kota Makassar tahun 2011 berdasarkan jenis 
kelamin dapat dilihat pada tabel 3.2 
Pada Tabel 3.2 terlihat jumlah penduduk kota Makassar sebesar      
1. 352. 136 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 667.681 jiwa 
atau 49,37 persen dari jumlah penduduk dan jumlah wanita sebanyak 
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 
Rasio Jenis 
Kelamin 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Mariso  
Mamajang  
Tamalate  
Rappocini  
Makassar  
Ujung Pandang 
Wajo  
Bontoala  
Ujung Tanah  
Tallo  
Panakukang  
Manggala  
Biringkanaya  
Tamalanrea  
 
28.102  
29.085  
85.279  
74.076  
40.616  
12.805  
14.415  
26.684  
23.603  
67.888  
70.663 
59.008  
83.996 
51.462  
 
28.306 
30.475 
87.227 
78.455 
41.862 
14.355 
15.224 
28.030 
23.530 
67.686 
72.066 
59.183 
85.344 
52.713 
 
56.408  
59.560  
172.506  
152.531  
82.478  
27.160  
29.639  
54.714  
47.133  
135.574  
142.729  
118.191  
169.340  
104.175  
 
99.27 
95.44 
97.37 
94.42 
97.02 
89.20 
94.69 
95.20 
100.31 
100.30 
98.05 
99.70 
98.42 
97.63 
 
 Makassar 667.681 684.455 1.352.136 97.55 
  
 
684.455 jiwa atau 50,62 persen. Berdasarkan data tersebut bahwa rasio 
jenis kelamin penduduk kota Makassar yaitu sekitar 92,55 persen, yang 
berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 97 penduduk laki-laki, 
sedangkan penyebaran penduduk kota Makassar menurut kecamatan, 
dimana penduduk kota Makassar yang paling banyak bermukim pada 
kecamatan Tamalate sekitar 172.506 jiwa yang terdiri dari 85.279 jiwa laki-
laki dan 87.227 jiwa perempuan, sedangkan penduduk yang paling sedikit 
jumlah penduduknya adalah kecamatan ujung pandang, jumlah 
penduduknya hanya mencapai 27.160 jiwa yang terdiri dari laki-laki 
12.805 jiwa dan perempuan 14.355. Ditinjau dari kepadatan penduduk 
kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 32.730 jiwa per km persegi, 
disusul kecamatan Mariso 30.993 jiwa per km persegi, kecamatan 
Mamajang 26.471jiwa per km persegi, sedangkan kecamatan Tamalanrea 
merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 
sekitar 3.272  jiwa per km   persegi, kemudian kecamatan Biringkanaya 
3.512 jiwa per km persegi, Manggala 4.896 jiwa per km persegi, 
kecamatan Ujung Tanah 7.935 jiwa per km persegi, kecamatan 
Panakukang 8.371 jiwa per km persegi. 
Tabel 3.3 
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di 
kota Makassar 
No Kecamatan 
Persentase 
Penduduk 
Kepadatan Penduduk 
  
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Mariso  
Mamajang  
Tamalate  
Rappocini  
Makassar  
Ujung Pandang  
Wajo  
Bontoala  
Ujung Tanah  
Tallo  
Panakukang  
Manggala  
Biringkanaya  
Tamalanrea  
 
4,17 
4,40 
12,76 
11,28 
6,10 
2,01 
2,19 
4,05 
3,49 
10,03 
10,56 
8,74 
12,52 
7,70 
30.993 
26.471 
8.536 
16.526 
32.730 
10.327 
14.894 
26.054 
7.935 
23.254 
8.371 
4.896 
3.512 
3.272 
    Makassar 100,00 7.620 
        Sumber : BPS kota Makassar, dalam angka 2012 
3.1.4 Keadaan Transportasi 
 Jumlah sektor kepemilikan kendaraan di Makassar yang makin 
meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan 
untuk menjalankan aktifitasnya. Rekapitulasi kendaraan bermotor yang 
telah diregistrasi sampai dengan bulan desember 2011 pada kantor 
Samsat kota Makassar yaitu dengan jumlah keseluruhan 976.305, untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian lampiran. 
3.2 Visi dan Misi Kota Makassar 
Kota Makassar telah menetapkan Visi tahun 2025 sebagaimana 
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota 
Makassar dengan rumusan, yakni: “Makassar sebagai Kota Maritim, 
  
 
Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, 
Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”. 
Visi jangka panjang tersebut perlu dijabarkan dalam visi lima 
tahunan pemerintah kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan visi 
jangka panjang dan sikap konsistensi pemerintah Kota, sehingga tercipta 
kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan 
otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 serta 
memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dengan posisi 
Makassar sebagai Kota Maritim, sebagai simpul kegiatan Niaga dan 
Pendidikan di Kawasan Timur Indonesia, serta dengan dukungan nilai-
nilai budaya yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka 
dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar tahun 2010 adalah:  
“Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang Bermartabat 
dan Manusiawi”. 
 
 
Visi di atas mengandung makna : 
a. Terwujudnya kota Maritim yang tercermin pada tumbuh 
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari–hari dan dalam 
pembangunan              yang mampu memanfaatkan daratan maupun 
perairan secara                 optimal dengan tetap terprosesnya 
peningkatan kualitas lingkungan hidupnya; 
  
 
b. Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar dan mantap bagi 
pengusaha kecil, menengah maupun besar; 
c. Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan    
merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan 
dengan dunia kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti 
dan relevan dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK); 
d. Terwujudnya Makassar sebagai kota maritim, niaga dan pendidikan ini 
dilandasi oleh martabat para aparat Pemerintah Kota, warga kota dan 
pendatang yang manusiawi dan tercermin dalam peri kehidupannya 
yang menjaga keharmonisan 
e. Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan 
manusia dan hubungan manusia dengan alam. 
Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 tersebut       
di atas yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya           
Visi kota Makassar tahun 2005-2025, maka dirumuskan Misi pemerintah 
kota Makassar Tahun 2010 sebagai berikut; 
a. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi 
kepentingan lokal, regional, nasional dan internasional. 
b. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi 
potensi lokal; 
c. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan 
pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat; 
  
 
d. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama 
berbasis kemajemukan masyarakat;  
e. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik,bersih dan beribawah 
melalui peningkatan profesionalisme aparatur; 
f. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan; 
dan 
g. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik. 
Dalam hal kesimanbungan pembangunan, maka rumusan visi 
“Makassar Kota Dunia Berlandaskan Kearifan Lokal” merupakan visi Kota 
Makassar tahun 2014 yang merujuk pada visi jangka panjang kota 
Makassar tahun 2005-2025. 
3.3    Kondisi Strategis Kota Makassar 
Kondisi strategis mencakup kondisi lingkungan internal, eksternal, 
dan organisasi. Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja 
pembangunan secara umum dapat dikendalikan secara langsung.Untuk 
mengoptimalkan kekuatan dan mengalisa kelemahan dalam menunjang 
perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan. 
Kekuatan yang dimiliki oleh Kota Makassar adalah: 
a. Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai; 
b. Letak geografis wilayah sangat strategis dan sebagai ibukota provinsi; 
c. Potensi sumber daya alam, khususnya kelautan dan perikanan 
memadai; 
d. Tersedianya infrastruktur sosial ekonomi yang memadai; 
e. Potensi usaha perdagangan dan jasa yang memadai; 
  
 
f. Potensi modal transportasi yang memadai; 
g. Suasana politik yang stabil, kearifan sosial yang berakar pada nilai-nilai 
budaya dan agama yang kuat. 
Kelemahan yang masih dimiliki oleh kota Makassar adalah: 
a. Pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja 
belum memadai; 
b. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan belum dikelola secara 
optimal; 
c. Kebersihan dan keindahan kota belum memdai sebagai tempat hunian 
yang indah, bersih, dan menarik; 
d. Kualitas sumber daya manusia dibidang industri dan jasa masih      
rendah; 
e. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk 
mendukung PAD belum memadai; 
f. Struktur ekonomi terutama keterkaitan antar bidang lapangan usahan 
masih lemah dan rentan terhadap persaingan global; 
g. Pelayanan publik belum maksimal; 
h. Daya saing produk unggulan kota yang masih lemah; 
3.4   Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah  
Pemerintah Kota Makassar menetapkan strategi dasar 
pembangunan yakni “Meningkatkan pelayanan yang efesien dan efektif 
untuk mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik, mempercepat 
terwujudnya Kota Makassar sebagai pusat keunggulan pengembangan 
  
 
ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang intinya 
mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas”. 
Berdasarkan dengan strategi dasar tesebut, maka dalam rencana 
startegis (Renstra) yang telah disempurnakan menjadi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota 
Makassar, dirumuskan pokok-pokok kebijakan yang menjadi acuan dalam 
menetapkan program dan kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat yaitu:  
a. Pembangunan Kualitas Manusia; 
b. Pembangunan Daya Saing Ekonomi Daerah; 
c. Pengembangan Kawasan , Tata Ruang dan Lingkungan; 
d. Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan 
e. Pembangunan Politik Hukum dan HAM. 
3.5 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar 
3.2.1 Struktur Organisasi  
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar  
a. Kepala Dinas  
b. Sekretariat  
i. Kasubbag Umum  
ii. Kasubbag Perlengkapan  
iii. Kasubbag Keuangan 
  
 
c. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan  
i. Seksi Mutasi Data  
ii. Seksi Pendaftaran Penduduk  
iii. Seksi Dokumen Kependudukan  
d. Kepala Bidang Perkawinan dan Perceraian  
i. Seksi Perkawinan  
ii. Seksi Perceraian  
iii. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak 
e. Kepala Bidang Kelahiran dan Kematian  
i. Seksi Kelahiran  
ii. Seksi kematian  
iii. Seksi pengangkatan anak 
f. Kepala Bidang Data dan Informasi  
i. Seksi Informasi dan data  
ii. Seksi Penyuluhan  
iii. Seksi Penyimpanan 
Demikian susunan organisasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar,Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tugas 
dan fungsinya masing-masing: 
a. Sekretariat 
 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif 
bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar. 
  
 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
 pengelolaan kesekretariatan; 
 pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; 
 pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca 
SKPD; 
 pelaksanaan urusan perlengkapan; 
 pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; 
 pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian 
 Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, 
mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan 
kerumahtanggaan dinas. 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian 
Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 
 melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja 
Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
 mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan 
ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat 
perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang 
  
 
 melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas; 
 melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; 
 melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin 
belajar; 
  menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas; 
 menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi 
bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan 
ketatalaksanaan; 
 melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan 
dengan bidang tugasnya; 
  melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota 
Makassar; 
 melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri 
pada unit kerja masing-masing; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
c. Subbagian Keuangan  
 Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja 
dan melaksanakan tugas teknis keuangan.  
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  Subbagian 
Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
 menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan; 
  
 
 mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; 
 mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan 
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan 
Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat 
sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui 
Kepala Dinas; 
 menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi 
perbendaharaan dinas; 
  mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan 
kerja; 
 menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan 
koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan.  
d. Subbagian Perlengkapan 
 Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana 
kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan 
serta mengevaluasi semua pengadaan barang. 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : 
  
 
 menyusun rencana dan program kerja Subbagian 
Perlengkapan; 
 menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU); 
 meminta usulan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 
dari semua bidang dalam Lingkup Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil; 
 membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB); 
 membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU); 
 menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun 
anggaran dan bahan penyusunan APBD; 
 menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada 
lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 
 melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga 
lainnya tentang barang inventaris daerah; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
e. Bidang Administrasi Kependudukan 
 Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi 
kependudukan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud   Bidang 
Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi : 
  
 
 melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan 
teknis bidang pelayanan administrasi kependudukan; 
 melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan 
program pendaftaran dan pencatatan administrasi 
kependudukan; 
 melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan 
pengendalian teknis pendaftaran penduduk dan penerbitan 
administrasi dokumen kependudukan; 
 melaksanakan penyiapan bahan kebijaksanaan teknis 
pendaftaran dan penerbitan administrasi serta mutasi 
penduduk; 
 melaksanakan pengelolaan administrasi pendaftaran 
penduduk, penerbitan dokumen penduduk dan mutasi 
penduduk; 
 pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
f. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk 
 (Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas 
menyusun rencana, melakukan pembinaan dan peningkatan teknis 
pelayanan administrasi pendaftaran penduduk. 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan 
fungsi :  
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi 
Administrasi Pendaftaran Penduduk; 
  
 
 melakukan teknis administrasi pendaftaran penduduk dan 
pendistribusian formulir pendaftaran penduduk yang 
terintegrasi dengan pencatatan sipil dalam kerangka sistem 
informasi administrasi kependudukan (SIAK) bagi WNI dan 
WNA yang diterima dari Subbagian Perlengkapan; 
 melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan 
kependudukan; 
  melakukan pembinaan aparat pelaksanaan teknis 
pendaftaran penduduk di Kecamatan dan Kelurahan; 
 melakukan pemanggilan/registrasi penduduk untuk perkara 
pengadilan agama dan negeri; 
  melakukan penatausahaan kebutuhan administrasi 
pendaftaran penduduk di Kecamatan dan Kelurahan; 
  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
f. Seksi Mutasi Dan Pelaporan Penduduk 
 Seksi Mutasi dan Pelaporan Penduduk mempunyai tugas 
menyusun rencana dan melakukan pembinaan serta peningkatan 
teknis pelayanan Mutasi Data dan Pelaporan Penduduk; 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud  , Seksi Mutasi 
dan Pelaporan Penduduk menyelenggarakan fungsi :  
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Mutasi 
Penduduk; 
  
 
 melakukan penerbitan dokumen penduduk pindah datang 
dan pindah keluar WNI dan WNA; 
 melakukan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data 
mutasi penduduk di Kecamatan dan Kelurahan setiap 
bulannya untuk disampaikan kepada Seksi Informasi Data; 
 melakukan tugas teknis lainnya pada kegiatan operasional 
mutasi penduduk; 
 melakukan penerbitan dan pendistribusian formulir kegiatan 
administrasi mutasi penduduk di Kelurahan; 
 melakukan pendaftaran mutasi data penduduk pengungsi 
dan penduduk rentan, administrasi, kependudukan; 
 melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 
pelaporan mutasi data penduduk 
  melakukan pendaftaran penduduk yang tinggal sementara 
tingkat Kecamatan atau Kelurahan sebagai bahan 
pelaporan; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
 
g. Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk 
  
 
 Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk mempunyai tugas menyusun 
rencana, melakukan Pembinaan dan peningkatan teknis pelayanan 
Penerbitan Dokumen Penduduk; 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk menyelenggarakan fungsi :  
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi 
Penerbitan Dokumen Penduduk; 
 melakukan tugas teknis penerbitan dokumen penduduk dan 
pendistribusian blangko dokumen penduduk yang 
terintegrasi dengan pencatatan sipil dalam kerangka Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bagi WNI dan 
WNA yang diterima dari Subbagian Perlengkapan; 
 melakukan kegiatan supervisi evaluasi kinerja pelayanan 
pendaftaran penduduk di Kecamatan dan Kelurahan; 
 melakukan pengawasan dan penertiban kepemilikan 
identitas kependudukan; 
  melakukan koordinasi terhadap kelangsungan penerapan 
Sistem Pendaftaran penduduk yang terintegrasi dengan 
pencatatan sipil secara on line dalam kerangka Sistem 
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kecamatan 
dan Kelurahan;  
 melakukan perumusan dan koordinasi rencana target 
pendapatan pada setiap Kecamatan; 
  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
  
 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
h. Bidang Akta Kelahiran, Kematian Dan Pengangkatan Anak 
 Bidang Akta Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak 
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan 
pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan akta 
pengangkatan anak. 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud   Bidang Akta 
Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak menyelenggarakan 
fungsi  : 
 melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan 
teknis bidang pelayanan pencatatan dan penerbitan akta 
kelahiran, Akta Kematian dan Pengangkatan Anak; 
 melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan 
program pencatatan akta kelahiran, akta kematian dan akta 
pengangkatan anak menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
 melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan 
pengendalian teknis penelitian berkas terhadap permohonan 
pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta 
kematian dan akta pengangkatan anak; 
 pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
i. Seksi Kelahiran Umum 
  
 
 Seksi Kelahiran Umum mempunyai tugas menyusun rencana, 
melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Umum. 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi 
Kelahiran Umum menyelenggarakan fungsi : 
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Kelahiran 
Umum; 
 melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan 
pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran Umum WNI dan 
WNA; 
 melakukan tugas teknis pencatatan dan penerbitan Akta 
Kelahiran Umum WNI dan WNA;melakukan penyusunan 
numerik, perapian arsip pendukung dan buku register Akta 
Kelahiran Umum untuk disampaikan kepada seksi 
penyimpanan dan perubahan; 
 melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan 
pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran Umum; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
j. Seksi Kelahiran Terlambat 
 Seksi Kelahiran Terlambat mempunyai tugas menyusun rencana, 
melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud   Kelahiran 
Terlambat menyelenggarakan fungsi : 
  
 
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Kelahiran 
Terlambat; 
 melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan 
pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran Terlambat WNI 
dan WNA; 
 melakukan tugas teknis pencatatan dan penerbitan Akta 
Kelahiran Terlambat WNI dan WNA; 
  melakukan penyusunan numerik, merapikan arsip 
pendukung dan buku register Akta Kelahiran Terlambat 
untuk disampaikan kepada Seksi Penyimpanan dan 
Perubahan; 
 melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan 
pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran 
Terlambat; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
 
k. Seksi Kematian Dan Pengangkatan Anak 
 Seksi Kematian dan Pengangkatan Anak mempunyai tugas 
menyusun rencana, melakukan Pencatatan Penerbitan Akta 
Kematian dan Pengangkatan Anak. 
  
 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud  Seksi Kematian 
dan Pengangkatan Anak menyelenggarakan fungsi :  
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Kematian 
dan Pengangkatan Anak; 
 melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan 
pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dan 
Pengangkatan Anak WNI dan WNA; 
 melakukan pelayanan secara teknis pencatatan dan 
penerbitan Akta Kematian dan Pengangkatan Anak WNI dan 
WNA; 
 melakukan penyusunan numerik, merapikan arsip 
pendukung dan buku register Akta Kematian dan 
Pengangkatan Anak untuk disampaikan kepada seksi 
penyimpanan dan perubahan; 
 melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan 
pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dan 
Pengangkatan Anak 
  menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
l. Bidang Akta Perkawinan, Perceraian Dan Pangakuan Anak 
 Bidang Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak yang 
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan 
  
 
pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta 
Pengesahan dan Pengakuan Anak. 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud   Bidang Akta 
Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak menyelenggarakan 
fungsi 
 melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan 
teknis bidang pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta 
Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan Anak; 
 melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan 
program pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta 
Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan Anak; 
 malaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan 
pengendalian teknis penelitian berkas terhadap permohonan 
pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, 
Akta Perceraian dan Akta Pengakuan Anak; 
 melaksanakan pengelolaan terhadap administrasi urusan 
tertentu. 
 
m. Seksi Akta Perkawinan 
 Seksi Akta Perkawinan mempunyai tugas menyusun rencana, 
melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan. 
  Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi 
Akta Perkawinan menyelenggarakan fungsi :  
  
 
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Akta 
Perkawinan; 
 melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan 
pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan WNI dan WNA; 
 melakukan pelayanan secara teknis pencatatan dan 
penerbitan Akta Perkawinan WNI dan WNA; 
 melakukan penyusunan numerik, perapian arsip pendukung 
dan buku register Akta Perkawinan untuk disampaikan 
kepada Seksi Penyimpanan dan Perubahan; 
 melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan 
pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
 
 
 
n. Seksi Akta Perceraian 
 Seksi Akta Perceraian mempunyai tugas menyusun rencana, 
melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian. 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi 
Akta Perceraian menyelenggarakan fungsi : 
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi 
Perceraian; 
  
 
 melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan 
pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian WNI dan WNA; 
 melakukan tugas pelayanan secara teknis pencatatan dan 
penerbitan Akta Perceraian WNI dan WNA; 
 melakukan penyusunan numerik, perapian arsip pendukung 
dan buku register Akta Perceraian untuk disampaikan 
kepada Seksi Penyimpanan dan Perubahan; 
 melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan 
pelayanan pencatatan Akta Perceraian; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
o. Seksi Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak 
 Seksi Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak mempunyai tugas 
melakukan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian. 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi 
Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak menyelenggarakan fungsi : 
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi 
Pengesahan dan Pengakuan Anak; 
 melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan 
pencatatan dan penerbitan Akta Pengesahan Anak dan 
Pengakuan Anak WNI dan WNA; 
  
 
 melakukan pelayanan secara teknis pencatatan dan 
penerbitan Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak 
WNI dan WNA; 
 melakukan penyusunan numerik, perapian arsip pendukung 
dan buku register Akta Pengesahan Anak dan Pengakuan 
Anak untuk disampaikan kepada Seksi Penyimpanan dan 
Perubahan; 
 melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan 
pelayanan pencatatan Akta Pengesahan Anak dan 
Pengakuan Anak; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
 
 
p. Bidang Data Dan Informasi  
 Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan 
pengolahan data dan informasi data Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. 
 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada   Bidang 
Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi : 
  
 
 melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan 
teknis bidang data dan informasi Kependudukan dan 
Catatan Sipil; 
  melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan 
program pelayanan data dan informasi Kependudukan dan 
Catatan Sipil; 
 melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan 
pengendalian teknis analisis data kependudukan dan 
pencatatan sipil; 
 melaksanakan pengelolaan dalam penyusunan laporan 
informasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta 
pemuktahiran data penduduk dengan menggunakan (SIAK). 
 melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan 
pengendalian teknis penyimpanan, penataan, pemeliharaan 
dan perubahan data dokumen kependudukan dan 
pencatatan sipil; 
f. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan penyuluhan 
dan sosialisasi kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil; 
g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan 
pengendalian teknis pengelolaan data kependudukan 
bekerjasama dengan instansi terkait; 
h. pengelolaan administrasi urusan tertentu. 
q. Seksi Penyimpanan dan Perubahan 
  
 
 Seksi Penyimpanan dan Perubahan mempunyai tugas menyusun 
rencana, melakukan penyimpanan dokumen kependudukan dan 
dokumen catatan sipil. 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada , Seksi 
Penyimpanan dan Perubahan menyelenggarakan fungsi: 
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi 
Penyimpanan dan Perubahan; 
 melakukan penyimpanan, penataan dan pemeliharaan buku 
register akta, dokumen sistem pendaftaran penduduk; 
 melayani masyarakat yang memerlukan perubahan data 
kependudukan dan perubahan Akta Catatan Sipil WNI dan 
WNA serta penerbitan Akta Kutipan II; 
 melakukan koordinasi dan unit kerja lain yang berkaitan 
dengan bidang tugas; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
r. Seksi Penyuluhan 
 Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana, 
melakukan penyuluhan penyelenggaraan Kependudukan dan 
Catatan Sipil. 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi 
Penyuluhan menyelenggarakan fungsi: 
  
 
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi 
Penyuluhan; 
 menelaah Peraturan Perundang-undangan dalam bidang 
Kependudukan; 
 melakukan penyuluhan penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan dan Catatan Sipil; 
 melakukan kegiatan pameran penyelengaraan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil;  
 melakukan sosialisasi kebijakan Kependudukan dan Catatan 
Sipil; 
 menghimpun peraturan perundang-undangan kebijakan 
penyelengaraan Kependudukan dan Catatan Sipil untuk 
pelaksanaan tugas; 
 melakukan koordinasi dengan unit kerja lain berkaitan 
dengan bidang tugasnya; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 
s. Seksi Informasi Data 
 Seksi Informasi Data mempunyai tugas menyusun rencana dan 
melakukan pengelolaan serta pemantauan kinerja database 
Kependudukan dan Catatan Sipil. 
 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada   Seksi 
Informasi Data menyelenggarakan fungsi : 
  
 
 menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Informasi 
Data; 
 melakukan pengolahan database Kependudukan dan 
Catatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Admnistrasi 
Kependudukan (SIAK); 
 melakukan pemutakhiran database kependudukan; 
 melakukan pengelolaan data yang dapat diakses 
masyarakat; 
 memelihara dan menjaga kerahasiaan database 
Kependudukan dan Catatan Sipil; 
 melakukan supervisi akuarasi database dan validasi data 
penduduk sebagai informasi penyelenggaraan pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil; 
 melakukan pelaporan penduduk dan pencatatan sipil secara 
berjenjang; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; 
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Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar 
Visi di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar yaitu 
Makassar tertib administrasi kependudukan tahun 2014.Adapun 
misinya yaitu: 
 Menyelenggarakan administrasi pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil secara terintegrasi melalui sistem informasi 
administrasi kependudukan (SIAK) 
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 Meningkatkan penyusunan database kependudukan secara 
berkelanjutan 
 Menamba kembangkan sarana dan prasarana SIAK secara 
berkelanjutan 
 Meningkatkan kajian kebijakan dan pengendalian 
administrasi kependudukan dan catatn sipil 
 Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi dengan instansi 
terkait dalam pelaksaan tugas 
3.6   Keadan Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catan Sipil 
Kota Makassar 
Keadaan pegawai pada dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil di Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
 
 
Tabel 3.4 
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 
 
N0 TINGKAT 
PENDIDIKAN 
KLASIFIKASI JUMLAH 
PNS KONTRAK 
1 S2 2 - 2 
2 S1 50 26 76 
3 D3 30 4 34 
4 SMA 4 45 49 
JUMLAH 86 75 161 
      Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013 
Pada tabel diatas menunjukan komposisi pegawai menurut tingkat 
pendidikan.Kecenderungan spesifikasi lulusan stara satu (S1) lebih 
mendominasi sebesar 76 orang disusul dimploma tiga (D3) sebanyak 30 
orang,selebinyak SMA 4 orang dan strata dua (S2) 2 orang. 
  
 
Tabel 3.5 
Komposisi Pegawai Menurut Golongan dan Eselon 
    Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013 
 
 
Tabel 3.5 menguraikan komposisi pegawai menurut golongan dan 
eselon dimana golongan IV/b  dengan eselon Pembina TK.1 berjumlah 3 
orang,golongan IV/a dengan eselon Pembina 5 orang,golongan III/d 
dengan eselon peñata tingkat 1 9 orang,golongan III/c dengan eselon 
peñata 11 orang 
Tabel 3.6 
Komposisi Menurut Jenis Kelamin 
 
JENIS KELAMIN JUMLAH % 
LAKI-LAKI 69 42.85 
PEREMPUAN 92 57.15 
JUMLAH 161 100.00 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013 
3.7      Keadaan Sarana dan Prasarana 
N0 GOLONGAN  ESELON JUMLAH  
1 IV/b PEMBINA TK.I  3 
2 IV/a PEMBINA  5 
3 III/d  PENATA TK.I 9 
4 III/c  PENATA 11 
5 III/b PENATA MUDA TK.I 17 
6 III/a PENATA MUDA 11 
7 II/d PENGATUR TK.I 3 
8 II/c PENGATUR 5 
9 II/b PENGATUR MUDA TK.I 19 
10 II/a PENGATUR MUDA 3 
11 I/b JURU MUDA 1 
TOTAL 86 
  
 
Keberadaan Sarana dan prasarana sangat menunjang dalam 
pelayanan kepada masyarakat seperti pada Dinas Kependukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar, Dengan adanya sarana dan parasarana 
yang baik akan menghasilkan pelayanan yang baik pula.Oleh karena itu 
perlu adanya identifikasi sarana dan prasarana sehingga dapat diketahui 
setiap titik kekurangannya.Untuk rincian sarana dan prasarana pada dinas 
terkait dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini: 
 
 
Tabel 3.7 
Sarana dan Prasarana pada Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil di Kota Makassar 
 
No Ruangan Jumlah Keadaan 
1 Kepala Dinas 1 Baik 
2 Sekertaris 1 Baik 
3 Kepala Subbagian 3 Baik 
4 Kepala Bidang 4 Baik 
5 Kepalah seksi/Staf 8 Kurang Baik 
6 Ruang Tunggu 1 Kurang Baik 
7 Loket Layanan 8 Baik 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013 
Sarana dan prasarana penunjang lainya untuk operasinal 
pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat harus terpenuhi dengan 
baik supaya menghasilkan kualitas pelayanan yang memuasakan.Oleh 
karena itu dibutukan suatu rincian sarana dan prasarana penunjang dalam 
  
 
melakukan pelayanan yang baik sehingga dapat terpenuhi secara 
maksimal.Dengan memaksimalkan terpenuhinya sarana dan prasarana ini 
maka tidak ada alas an bagi petugas pelayanan public untuk tidak 
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknyaUntuk itu pada dinas 
kependudukan dan catatan sipil kota Makassar dapat kita melihat secara 
rinci melalui tabel 5 sebagai berikut: 
 
 
Tabel 3.8 
Fasilitas Penunjang pada Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil di Kota Makassar 
No Fasilitas Penunjang Jumlah Keadaan 
1 Kendaraan Dinas 3 Baik  
2 Meja  30 Baik  
3 Kursi  100 Baik  
4 Computer  30 Baik 
5 Lemari Arsip 10 Baik 
6 Papan Data 6 Baik 
7 Papan Pengumuman 3 Baik 
8 AC 15 Baik  
9 CCTV 5 Baik 
10  Wifi 1 Baik 
11 TV 5 Baik 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2013 
 
 
  
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Pelaksanaan Tugas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan       
Catatan Sipil di Kota Makassar 
Pelaksanaan tugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil di Kota Makassar mempunyai tugas,prosedur dan 
wewenang yang berbeda-beda tergantung jenis pelayanannya.Berikut ini 
adalah jenis pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Makassar yaitu: 
    4.1.1. Akte Kelahiran 
     Prosedur Pelayanan Akte Kelahiran di Dinas  
 Pemohon  
a. Mengisi Formulir Permohonan Kelahiran. 
b. Menyiapkan Formulir Permohonan Kelahiran yang telah di tanda tangani 
kepada petugas loket pelayanan. 
c. Melapirkan berkas persyaratan  permohonan kelahiran. 
d. Membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
e. Menanda tangani lembaran Register Akta Kelahiran.   
 Petugas Loket Pelayanan  
a. Menerima berkas Permohonan Kelahiran dari Pemohon. 
b. Memeriksa berkas yang di sampaikan pemohon. 
c. Menyerahkan resi sebagai tanda berkas  telah diterima kepada pemohon.   
d. Mencatat seluruh permohonan kelahiran kedalam  Buku Register Akte 
yang di sediakan. 
  
 
e. Mengumpulkan berkas pendukung permohonan Akte untuk diserahkan 
kepada Seksi Penyimpanan Data dan Arsip 
 Operator 
a. Melakukan Verifikasi Data Pemohon. 
b. Melakukan Entri Data. 
c. Mencetat Akte dan Kutipan Akte. 
d. Menyerahkan Akte dan Kutipan Akte serta berkas pendukung lainnya 
untuk di teliti kepada  Kepala Seksi.     
 Kepala Seksi Kelahiran  
a. Melakukan Pemeriksaan berkas akta kelahiran serta kutipan akta 
kelahiran. 
b. Memaraf akta dan Kutipan Akta Kelahiran. 
c. Menyerahkan Akta dan Kutipan Akta Kelahiran yang telah di paraf kepada 
Kepala Bidang Akte. 
d. Meneliti hasil penerbitan Akte dan Kutipan Akte sesuai dengan berkas 
yang terlampir.  
 Kepala Bidang Kelahiran  
a. Menerima berkas dan kelengkapan pengurusan Akte dan  Kutipan yang 
telah di paraf oleh Kepala Seksi. 
b. Memaraf  Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran . 
c. Meneliti hasil Penerbitan Akte dan Kutipan  Akte sesuai dengan berkas 
yang terlampir. 
d. Menyerahkan berkas serta kelengkapan pengurusan Akta dan Kutipan 
Akte kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di 
Tanda Tangani.  
 Sekretaris Dinas 
  
 
a. Menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Kelahiran 
Terlambat. 
b. Meneliti Surat Keterangan Kelahiran Terlambat yang di keluarkan oleh 
Pengadilan Negeri terhadap kelahiran yang terlambat pelaporanya 
melebihi 1 ( Satu ) tahun. 
c. Memaraf Akte dan Kutipan Akta Kelahiran yang terlambat pelaporanya di 
atas 1 ( Satu ) tahun. 
d. Menyerahkan Akte dan Kutipan Akte kepada Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di Tanda tangani. 
 Bendahara Penerima  
a. Menerima Retribusi Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil 
sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar. 
b. Mencatat seluruh penerima Dokumen Kependudukan dan Akte Catatan 
Sipil ke dalam Buku Kas dan Buku Pembantu lainnya yang telah di 
tentukan.  
c. Membubuhi tanda lunas pada setiap Permohonan Akta Catatan Sipil. 
d. Membuat laporan terhadap seluruh jenis penerimaan Dokumen 
Kependudukan dan Akta Catatan Sipil setiap bulannya sesuai sesuai 
peraturan yang berlaku. 
e. Menyetor seluruh penerimaan Retribusi Biaya Cetak Dokumen 
Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ke Kas Daerah setiap hari kerja.   
 
 Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
a. Menerima hasil Penerbitan Out Put Akte Kelahiran dan Kutipan Akte 
Kelahiran yang telah di Paraf. 
b. Menanda tangani Akte dan Kutipan Akta Kelahiran. 
4.1.2. Pelayanan Mutasi Penduduk 
  
 
 Ketentuan Umum 
1. Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 ( Tiga puluh ) hari kerja. 
2. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada penduduk, maka  
KTP yang bersangkutan di cabut dan di musnakan oleh Instansi  yang 
menerbitkan Surat Keterangan Pindah. 
3. Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai Pengganti KTP selama KTP 
baru belum di terbitkan.  
4. Surat Keterangan pindah sebagai dasar dalam proses Penerbitan KK dan 
KTP dengan alamat baru ke dalam Data Base Kependudukan. 
 Klasifikasi Perpindahan Penduduk adalah sebagai berikut : 
1. Klasifikasi a    : dalam satu Kelurahan. 
2. Klasifikasi b    : antar Kelurahan dalam satu Kecamatan. 
3. Klasifikasi c    : antar Kecamatan dalam satu Kota. 
4. Klasifikasi d    : antar Kota dalam satu Propinsi. 
5. Klasifikasi e  : antar Propinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
6. Klasifikasi  f    : antar Negara. 
 Persyaratan  
1. Surat Pengantar RT / RW. 
2. Kartu Keluarga (KK). 
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang wajib KTP. 
4. Pas Foto 2 ( Dua ) lembar ukuran 3 x 4 dan berwarna. 
5. Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 ( Tiga puluh ) hari kerja. 
6. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada penduduk, maka  
KTP yang bersangkutan di cabut dan di musnakan oleh Instansi  yang 
menerbitkan Surat Keterangan Pindah. 
  
 
7. Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai Pengganti KTP selama KTP 
baru belum di terbitkan. 
8. Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga 
Negara Indonesia dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia di lakukan 
dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk 
9. Surat Keterangan pindah sebagai dasar dalam proses Penerbitan KK dan 
KTP dengan alamat baru ke dalam Data Base Kependudukan. 
 Tata cara / Prosedur di Kependudukan dan Catatan Sipil 
1. Petugas Registrasi mencatat Permohonan Pindah Penduduk. 
2. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. 
3. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi terhadap perpindahan penduduk 
sesuai persyaratan yang telah di tentukan. 
4. Kepala Dinas Kependudukan menerbitkan dan menanda tangani Surat 
Keterangan Pindah. 
5. Petugas Registrasi menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada 
Penduduk yang bersangkutan untuk di laporkan ke daerah tujuan. 
 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Asing ( WNA) 
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
1. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi 
sebagai mana di maksud, untuk melapor kepada Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah di tentukan. 
2. Surat Keterangan Pindah yang di terbitkan di daerah asal sebagai dasar 
dalam penerbitan Kartu Keluarga ( KK) dan Kartu Tanda Penduduk bagi 
pemilik Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Tempat Tinggal ( SKTT) 
bagi Orang Asing Pemilik Izin Tinggal Terbatas di daerah tujuan 
kepindahan. 
  
 
3. Persayaratan dan tata cara Perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap 
dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
 Persyaratan Bagi Pemilik Izin Tinggal Terbatas ( KITAS ) 
1. Surat Keterangan Tinggal Terbatas ( SKTT ). 
2. Foto Copy Paspor . 
3. Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas ( KITAS ). 
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 
5. Pas Foto 2 ( Dua ) Lembar ukuran 3 x 4 Cm. 
 Persyaratan Bagi Pemilik Izin Tinggal Tetap ( KITAP ) 
1. Kartu Keluarga ( KK ). 
2. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Warga Negara Asing. 
3. Foto Copy Paspor 
4. Foto Copy Kartu Izin Tinggal Tetap ( KITAP). 
5. Menunjukan Buku Pegawasan Orang Asing ( BOP). 
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 
7. Pas Foto 2 ( Dua ) Lembar ukuran 3 x 4 Cm. 
 Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara 
Perpindahan Penduduk antara Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut 
: 
a. Penduduk Warga Negara Indonesia Pindah ke Luar Negeri untuk 
menetap dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun atau lebih berturut – 
turut. 
b. Warga Negara Indonesia datang dari Luar Negeri karna Pindah dan 
menetap di Indonesia. 
c. Orang Asing datang dari Luar Negeri dengan Izin Tinggal Terbatas. 
  
 
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal 
Tetap   yang akan Pindah ke Luar Negeri  
   Prosedur / Tata cara di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
a. Petugas menerima Surat Pegantar Pindah ke Luar Negeri dari 
Penduduk disertai persyaratan yang telah di tentukan. 
b. Petugas Registrasi merekam data dalam Data Base Kependudukan. 
c. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk. 
d. Kepala Dinas Kependudukan menerbitkan dan menanda tangani 
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. 
e. Petugas Registrasi mencabut KTP Penduduk yang telah mendapat 
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. 
f. Dalam hal satu keluarga pindah ke  Luar Negeri KK Penduduk yang 
Pindah di cabut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
g. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah 
ke Luar Negeri, Dinas Kependudukan melakukan perubahan KK bagi 
anggota keluarga yang tinggal.  
 Prosedur / Tata cara Pindah Datang Penduduk Antar Negara  
Klasifikasi  
Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri dan inggin 
menetap kembali di Indonesia melapor kepada Dinas Kependudukan  dan 
Catatan Sipil dengan membawa persyaratan yang telah di tentukan 
a. Warga Negara Indonesia mengisi dan menanda tangani Formulir 
Surat Keterangan datang dari Luar Negeri. 
b. Petugas melakukan Verifikasi dan validasi data. 
  
 
c.   Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan 
menanda tangani Surat Keterangan datang dari Luar Negeri, KK dan 
KTP. 
d. Petugas merekam data dalam data Base Kependudukan. 
e. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 
kepada penduduk yang bersangkutan. 
f.    Petugas melakukan pencatatan terhadap setiap Surat Keterangan 
Datang Penduduk dari  Luar Negeri. 
4.2 Karakteristik Responden 
4.2.1.   Akte Kelahiran 
Bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa teknik penarikan 
sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, maka pemilihan 
sampel responden masyarakat pengguna layanan telah dilakukan dengan 
jumlah keseluruhan sebanyak 150 orang  . Ke-150 orang tersebut 
mempunyai latar belakang yang berbeda, baik dari segi usia, tempat lahir, 
pendidikan, jenis kelamin, maupun pekerjaan. 
 
Tabel 4.1 
Distribusi Responden Masyarakat  
Pengguna Layanan menurut Umur 
 
Umur 
Frekuensi (f) Persentase (%) 
≤ 20 tahun 15 10 
21-30 tahun 90 60 
31-40 tahun 30 20 
41> tahun 5 3.3 
Jumlah 150 100,00 
  
 
Rata-rata 25,9 
  Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh rata-rata usia responden masyarakat 
pengguna Layanan yaitu 25,9 tahun. Berdasarkan penelitian yang mendominasi 
adalah usia antara 21-30 tahun sebanyak 90 orang atau 60%, sedangkan usia 
responden yang paling sedikit adalah usia 41> tahun berjumlah 5 orang atau 
3,3%, kemudian usia ≤ 20 tahun berjumlah 15 orang atau 10 %, dan 31-40 tahun 
berjumlah 30 orang atau 20 %. 
 
 
                                            Tabel 4.2 
Distribusi Responden Masyarakat 
Pengguna Layanan menurut Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin 
Frekuensi (f) Persentase (%) 
Laki-laki 101 67.3 
Perempuan 49 32.7 
Jumlah 150 100,00 
   Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
Berdasarkan tabel 4.10, diperoleh data bahwa jenis kelamin dari seluruh 
responden tokoh masyarakat pengguna Layanan, responden laki-laki sebanyak 
106 orang atau 51,2%, sedangkan perempuan sebanyak 101 orang atau 49,0%. 
Dalam penelitian ini lebih lebih banyak responden jenis kelamin laki-laki dari 
pada jenis kelamin perempuan. 
                                            Tabel 4.3 
Distribusi Responden Masyarakat  
Pengguna Layanan menurut Pendidikan Terakhir 
  
 
 
Pendidikan Terakhir Frekuensi (f) Persentase (%) 
SD 4 2.7 
SMP 26 17.3 
SLTA 40 26.7 
D1/D3/D4 20 13.3 
Perguruan Tinggi 60 40 
Jumlah 150 100,00 
   Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan distribusi tingkat pendidikan 
responden masyarakat pengguna Layanan yang mendominasi adalah yang 
berpendidikan Perguruan Tinggi   sebanyak 60 orang atau 40% dan jumlah 
terkecil yaitu yang berpendidikan SD   4 orang atau 2.7%, . 
Tabel 4.4 
Distribusi Responden Masyarakat Pengguna Layanan menurut Pekerjaan 
 
Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
Berdasarkan tabel 4.20 menunjukkan distribusi pekerjaan utama 
responden masyarakat pengguna Layanan, yang mendominasi adalah 
PEKERJAAN FREKUENSI 
(f) 
PERSENTASE 
(%) 
PNS/POLRI 56 37.3 
PEGAWAI SWASTA 38 25.3 
WIRASWASTA/USAHAWAN 42 28 
PELAJAR/MAHASISWA 10 6.7 
LAINNYA 14 9.3 
JUMLAH 150 100,00 
  
 
PNS/POLRI sebanyak 56 orang atau 37 %,  dan yang paling sedikit adalah 
PELAJAR/MAHASISWA sebanyak 10 atau 6.7%. 
4.2.2. Layanan Mutasi Penduduk 
Distribusi responden menurut umur.Berdasarkan tabel 4.5, diperoleh 
rata-rata usia responden masyarakat pengguna Layanan yaitu 26.3 tahun. 
Berdasarkan penelitian yang mendominasi adalah usia antara 21-30 tahun 
sebanyak 96 orang atau 64%, sedangkan usia responden yang paling sedikit 
adalah   usia ≤ 20 tahun berjumlah 5 orang atau 3.3%,  
Tabel 4.5 
Distribusi Responden Masyarakat Pengguna Layanan menurut Umur 
 
Umur 
Frekuensi (f) Persentase (%) 
≤ 20 tahun 5 3.3 
21-30 tahun 96 64 
31-40 tahun 24 16 
41> tahun 25 16.6 
Jumlah 150 100,00 
Rata-rata 26,3 
  Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
Tabel 4.6 
Distribusi Responden Masyarakat  
Pengguna Layanan menurut Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin 
Frekuensi (f) Persentase (%) 
Laki-laki 123 82 
Perempuan 27 18 
Jumlah 150 100,00 
   Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
  
 
Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh data bahwa jenis kelamin dari 
seluruh responden tokoh masyarakat pengguna Layanan, responden laki-
laki sebanyak 123 orang atau 82%, sedangkan perempuan sebanyak 27 
orang atau 18%. Dalam penelitian ini lebih lebih banyak responden jenis 
kelamin laki-laki dari pada jenis kelamin perempuan. 
                                           Tabel 4.7 
Distribusi Responden Masyarakat  
Pengguna Layanan menurut Pendidikan Terakhir 
 
Pendidikan Terakhir Frekuensi (f) Persentase (%) 
SD 1 0.6 
SMP 6 4 
SLTA 32 21.3 
D1/D3/D4 21 14 
Perguruan Tinggi  90 60 
Jumlah 150 100,00 
Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan distribusi tingkat pendidikan 
responden masyarakat pengguna Layanan yang mendominasi adalah yang 
berpendidikan Perguruan Tinggi   sebanyak 90 orang atau 60% dan jumlah 
terkecil yaitu yang berpendidikan SD   1 orang atau 0.6%, . 
Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan distribusi pekerjaan utama 
responden masyarakat pengguna Layanan, yang mendominasi adalah 
PNS/POLRI sebanyak 49orang atau 32.6%,  dan yang paling sedikit adalah 
profesi lain sebanyak 2 atau 1%.3.hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan 
penerimah layanan adalah dari kalangan yang terdidik dan berwawasan luas dan 
banyak mengetahui mengenai pengelolahan pemerintahan yang berbasis 
  
 
melayani sehingga jawaban yang diberikan merupakan evaluative dan 
membangun. 
Tabel 4.8 
Distribusi Responden Masyarakat Pengguna Layanan menurut Pekerjaan 
 
Sumber : Hasil olahan data primer, 2013 
4.3. ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP 
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
CATATAN SIPIL DI KOTA MAKASSAR 
Hasil penelitian indeks kepuasan masyarakat akan kualitas 
pelayanan yang diperoleh di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar didasarkan pada indikator-indikator yang ada di dalam 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 
25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum 
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah, yang berjumlah 14 indikator. Berikut akan diuraikan 
pengolahan indeks kepuasan masyarakat per responden dan per unsur 
pelayanan. 
PEKERJAAN FREKUENSI 
(f) 
PERSENTASE 
(%) 
PNS/POLRI 49 32.6 
PEGAWAI SWASTA 37 24.7 
WIRASWASTA/USAHAWAN 42 28 
PELAJAR/MAHASISWA 19 12.7 
LAINNYA 2 1.3 
JUMLAH 150 100,00 
  
 
    
4.2.2. Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden dan 
Per Unsur Pelayanan . 
 Pengukuran indek kepuasan masyarakat mempunyai  14 indikator. 
Masing-masing indikator akan dilakukan tabulasi data untuk mendapatkan 
frekuensi dan persentase setiap unit pelayanan. maka akan diuraikan per 
unsur sebagai berikut: 
 Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada  masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanan.Dari hasil tabulasi data responden maka didapatkan 
hasil sebagai beriku bahwa ada sekitar 128 atau 80 % responden 
memberikan jawaban bahwa prosedur dalam mendapatkan 
pelayanan dipermuda sedangkan selebinya sekitar 22 atau 14.66 
% memberikan jawaban bahwa prosedur pelayananya sangat 
dipermuda.   
Tabel 4.9 
 Prosedur Pelayanan Pada Unit Layanan Akte Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Mudah -  
2 Kurang Mudah -  
3 Mudah 128 80 
4 Sangat Mudah  22 14.66 
              Jumlah 150 100.00 
         Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
  
 
Prosedur pelayanan pada unit mutasi penduduk 
menunjukkan bahwa sekitar 25 atau 16.66% responden 
memberikan jawaban kurang dipermuda dalam prosedur 
pelayananya dan 115 atau 76.66% memberikan jawaban 
dipermuda dalam prosedur pelayanan ,selebinya 10 atau 6.66 
mengatakan sangat dipermuda dalam prosedur pelayanannya. 
Menurut hasil wawancara saya dengan ibu Nielma 
Palamba,SH,M.A.P selaku Kepala Dinas,mengemukakan bahwa :  
Prosedur pelayanan suda diatur dalam Peraturan walikota no 10 
tahun 2010 serta suda dituangkan dalam SOP masing –masing unit 
layanan untuk lebih mempermuda dan menyederhanakan 
masyarakat dalam pengurusan.(Wawancara ,8 juli 2013) 
 
Tabel 4.10 
 Prosedur Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Mudah -  
2 Kurang Mudah 25 16.66 
3 Mudah 115 76.66 
4 Sangat Mudah 10 6.66 
Jumlah 150 100.00 
         Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
 Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan 
jenis pelayanannya; Persyratan pelayanan pada unit layanan akte 
kelahiran menunjukkan bahwa 117 atau 78 % responden 
  
 
menjawab persyratan pelayanan sesuai dengan jenis pelayananya 
suda sesuai sedangkan 33 atau 22 % menjawab bahwa  
persyaratan pelayanan sangat sesuai dengan jenis pelayananya. 
 
 Tabel 4.11  
Persyaratan Pelayanan  Pada Unit Layanan Akte Kelahiran 
       Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013   
 
 
Pada unit layanan mutasi penduduk responden menjawab 119 atau 
79.33 % bahwa persyratan pelayanan dengan jenis pelayanannya suda 
sesuai sedangkan 29 atau 19.33 % menjawab bahwa suda sangat sesuai 
dengan jenis pelayananya. 
Hasil wawancara dengan ibu Nielma Palamba,SH,M.A.P selaku 
kepala dinas,mengatakan bahwa: 
Persyaratan pelayanan disemua unit pelayanan suda terdapat stiker yang 
ditempelkan mengenai syarat pengurusan kemudian suda disosialisasikan 
kesetiap instansi terkait.contohnya untuk akte kelahiran  suda 
disosialisasikan kerumah sakit umum dan bersalin sehingga sebelum 
datang melakukan pengurusan kesiapan berkas masyarakat suda siap. 
(Wawancara, 8 Juli 2013) 
 
 
Tabel 4.12 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Sesuai -  
2 Kurang Sesuai -  
3 Sesuai 117 78 
4 Sangat Sesuai 33 22 
Jumlah 150 100,00 
  
 
Persyaratan Pelayanan  Pada Unit Layanan Mutasi Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Sesuai -  
2 Kurang Sesuai 2 1.33 
3 Sesuai 119 79.33 
4 Sangat Sesuai 29 19.33 
Jumlah 150 100.00 
       Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013   
 Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 
petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta 
kewenangan dan tanggung jawabnya.Kejelasan petugas 
pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan. Pada unit akte kelahiran hasil jawaban 
reponden menunjukkan bahwa 141 atau 94 % menyatakan 
kejelasan petugas dalam memberikan pelayanan jelas dan 9 
diantaranya atau 6 % menjawab sangat jelas 
 
Tabel 4.13 
Kejelasan Petugas Pelayanan Pada Unit Layanan AkteKelahiran 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Jelas -  
2 Kurang Jelas -  
3 Jelas 141 94 
4 Sangat Jelas 9 6 
Jumlah 150 100.00 
  
 
            Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Pada unit layanan mutasi penduduk menunjukkan 4 atau 2.66 % 
menjawab kurang jelas dan 128 atau 85.33 menyatakan jelas sedangkan 
18 atau 12 % menjawab sangat jelas.Menurut Kapala Bidang Akte 
kelahiran Drs.Fendy Sapa,bahwa:  
Keberadaan setiap aparat suda ditempatkan pada masing-masing loket 
sesuai dengan kapasitas mereka.Pelayanan yang diberikan tidak 
mengenal jam istirahat mengapa ,karena pada saat jam makan atau 
sholat setiap pegawai yang ditempatkan diloket pelayanan bergantian 
melakukan istirahat. 
(Wawancara, 8 Juli 2013) 
 
 
 
 
 
Tabel 4.14 
Kejelasan Petugas Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi 
Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Jelas -  
2 Kurang Jelas 4 2.66 
3 Jelas 128 85.33 
4 Sangat Jelas 18 12 
Jumlah 150 100,0 
      Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
  
 
 Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu 
kerjasesuai ketentuan yang berlaku; 
Tabel 4.15 
Kedisiplinan Petugas Pelayanan Pada Unit Layanan Akte Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Disiplin -  
2 Kurang Disiplin -  
3 Disiplin 117 78 
4 Sangat  Disiplin 33 22 
Jumlah 150 100.00 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Pada unit layanan mutasi penduduk 109 atau 72,66% mengatakan 
suda disiplin dalam melakukan pelayanan sisanya sekitar 41 atau 27,33% 
mengatakan pelayanan yang diberikan sangat disiplin.Tanggapan dari 
Kepalah dinas kependudukan dan catatan sipil Ibu Nielma 
Palamba,SH,M.A.P menngatakan bahwa: 
Kesungguhan pegawai dalam memberikan pelayanan terutama terhadap 
konsistensi waktu kerja suda ditetapakan bahwa pukul 08.00 pagi semua 
pegawai termasuk saya selaku pimpinan suda siap untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat kemudian setiap pegawai ditempatkan 
pada loket tidak bole meninggalkan tempat kalau tidak ada yang 
mengantikan diloket tersebut sekalipun itu adalah jam istirahat maka 
mereka akan bergantian melakukan istirahat. (Wawancara, 8 Juli 2013) 
 
Tabel 4.16 
  
 
Kedisiplinan Petugas Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi 
Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Disiplin -  
2 Kurang Disiplin -  
3 Disiplin 109 72.66 
4 Sangat  Disiplin 41 27.33 
Jumlah 150 100.00 
            Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
 Tanggung jawab Petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang 
dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan 
penyelesaian pelayanan; 
Tanggung jawab Petugas pelayanan, yaitu kejelasan 
wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan 
dan penyelesaian pelayanan.Hasil diatas menunjukan pada unit 
layanan akte kelahiran responden memberikan jawaban bahwa 7 
atau 4.66% mengemukakan kurang betanggung jawab kemudian 
133 atau 88,66% mengatakan bertanggung jawab dan 10 atau 6,66 
mengatakan sangat bertanggung jawab. 
 
Tabel 4.17 
Tanggung jawab Petugas Pelayanan 
Pada Unit  Layanan Akte Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak .Bertanggung jawab -  
  
 
2 Kurang . Bertanggung jawab  7 4.66 
3  Bertanggung jawab 133 88.66 
4 Sangat  Bertanggung jawab 10 6.66 
Jumlah 150 100.00 
   Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Pada unit layanan mutasi penduduk sekitar 133 atau 88,66% 
responden menjawab bertanggung jawab dan 17 atau 11,33% menjawab 
sangat bertanggung jawab.Hasil wawancara dengan ibu Nielma 
Palamba,SH,M.A.P mengatakan bahwa: 
Pada umumnya semua abdi negara khususnya diinstansi yang 
saya pimpin  suda diambil sumpanya untuk bertanggung jawab 
dalam setiap tugas yang diembankan,Namun demikian terkadang 
masih ada yang lalai dari tugas yang suda diberikan makah 
dilakukan evaluasi setiap seminggu sekali untuk memaksimalkan 
pelayanan kemuadian dilakukan pembianaan khusus untuk 
mengenal lebih jauh setiap tanggung jawab aparat pada setiap unit 
layanan. (Wawancara, 8 juli 2013) 
 
Tabel 4.18 
Tanggung jawab Petugas Pelayanan  
Pada Unit Layanan Mutasi Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak .Bertanggung jawab -  
2 Kurang . Bertanggung jawab -  
3  Bertanggung jawab 133 88.66 
4 Sangat  Bertanggung jawab 17 11.33 
Jumlah 150 100.00 
   Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
  
 
 Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian  dan 
keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ 
menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat; Kemampuan 
Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian  dan keterampilan yang 
dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan 
kepada masyarakat.Layanan pada unit akte kelahiran menunjukan 
bahwa  116 atau 77.33% menyatakan mampu dalam memberikan 
pelayanan sedangkan 34 atau 34 atau 22.66% menyatakan sangat 
mampu. 
 Tabel 4.19 
.     Kemampuan Petugas Pelayanan Pada Unit Layanan Akte  
Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak .Mampu -  
2 Kurang . Mampu -  
3  Mampu 116 77.33 
4 Sangat  Mampu 34 22.66 
Jumlah 150 100.00 
     Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Pada unit layanan mutasi penduduk sekitar 116 atau 77.33% 
mengatakan petugas dalam memberikan pelayanan suda mampu dan 53 
atau 35,33% mengatakan sangat mampu. Hasil wawancara dengan 
kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Ibu Nelma 
Palamba,SH.M.A.P mengatakan bahwa: 
  
 
Kemampuan pegawai tergantung dari bagaimana memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat.Jadi kita menempatkan pegawai pada 
setiap unit sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.Khusus untuk 
pegawai yang ditempatkan diloket pelayanan dimana langsung 
bersentuhan dengan masyarakat itu harus yang betul-betul suda 
berpengalaman dan menguasai unit layanan dimana dia ditempatkan 
sehingga masyarakat memperoleh  informasi dan pelayanan yang baik. 
(Wawancara, 8 Juli 2013) 
 
 
Tabel 4.20 
   Kemampuan Petugas Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi 
Penduduk 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak .Mampu -  
2 Kurang . Mampu -  
3  Mampu 97 64.66 
4 Sangat  Mampu 53 35.33 
Jumlah 150 100.00 
   Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara 
pelayanan Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara 
pelayanan.Tanggapan responden pada unit layanan akte kelahiran 
terdapat 141 atau 94% mengatakan pelayanan suda cepat dan 9 atau 6% 
mengatakan pelayananya sangat cepat. Hasil wawancara dengan Ibu 
Nelma Palamba,SH,M.AP mengatakan bahwa: 
  
 
Masalah target pelayanan disesuaikan dengan Perda bahwa paling lama 
5 hari masa kerja jika tidak terkendala administrasi akan tetapi terkadang 
ada masyarakat karena sangat mendesak sehingga lebih dipercapat 
contonya apabilah suda mendesak untuk pindah daerah. (Wawancara, 8 
Juli 2013) 
 
 Tabel 4.21 
.      Kecepatan  Pelayanan Pada Unit Layanan Akte Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Cepat -  
2 Kurang . Cepat -  
3  Cepat 141 94 
4 Sangat  Cepat 9 6 
 Jumlah 150 100.00 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Pada unit layanan mutasi penduduk terdapat 15 atau 10% 
mengatakan kurang cepat kemudian 130 atau 86.66% mengatakan 
pelayanan suda cepat dan 5 atau 3.33% mengatakan pelayanan suda 
sangat cepat. 
Tabel 4.22 
    Kecepatan  Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi Penduduk 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Cepat -  
2 Kurang . Cepat 15 10 
3 Cepat 130 86.66 
  
 
4 Sangat  Cepat 5 3.33 
 Jumlah 150 100.00 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
 Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 
dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang 
dilayani; 
          Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan 
pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat 
yang dilayani.Hasil responden pada unit layanan akte kelahiran 
memperlihatkan bahwa sekitar 130 atau 86,66% mengatakan 
pemberian pelayanan suda adil sedangakan 20 atau 13,33% 
mengatakan pelayanan yang diberikan suda sangat adil. 
 
Tabel 4. 23 
Keadilan Mendapatkan Pelayanan Pada Unit Layanan Akte Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Adil -  
2 Kurang . Adil -  
3  Adil 130 86.66 
4 Sangat  Adil 20 13.33 
 Jumlah 150 100.00 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Untuk layanan mutasi penduduk 135 atau 90% responden 
menjawab suda adail dalam mendapatkan pelayanan selebinya 20 
  
 
atau 13.33% memberikan jawaban suda sangat adil dalam 
mendapatkan pelayanan.  
Hasil wawancara dengan Ibu Nielma Palamba,SH,M.AP 
selaku Kepala Dinas mengatakan bahwa: 
Keadilan dalam pelayanan selalu ditekankan tatkala melakukan 
evaluasi supaya tidak ada masyarakat yang terabaikan atau tidak 
mendapatkan informasi yang baik dan tepat kerena melihat dari 
statusnya.sehingga yang perlu dibanguan adalah pelayanan yang 
diberikan rata untuk semua dan bisa mendapatkan pelayanan sesuai 
dengan mekanisme atau SOP yang telah ditetapkan tanpa adanya 
diskriminasi.  
 
Hal yang sama disampaikan oleh Kepalah Bidang Akte kelahiran 
mengatakan bahwa: 
 
Kesamaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu 
kita junjung tinggi supaya tida ada yang meresa terdiskriminasi dalam 
mendapatkan pelayanan. (Wawancara, 8 Juli 2013) 
 
 
Tabel 4.24 
 Keadilan Mendapatkan Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi 
Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Adil -  
2 Kurang . Adil -  
3  Adil 135 90 
4 Sangat  Adil 15 10 
 Jumlah 150 100.00 
 Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
  
 
 Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku 
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati; 
Kesopanan dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku 
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.Hasil 
responden pada unit layanan akte kelahiran menunjukkan bahwa 
15 atau 10% mengatakan petugas kurang sopan rama dalam 
memberikan pelayanan dan 132 atau 88% mengatakan petugas 
sopan rama dalam memberikan pelayanan sedangkan 3 atau 2% 
mengatakan sangatsopan rama dalam memberikan pelayanan. 
 Tabel 4.25 
Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan Pada  
Unit Layanan Akte Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Sopan dan Ramah -  
2 Kurang Sopan dan Ramah 15 10 
3 Sopan dan Ramah 132 88 
4 Sangat Sopan dan Ramah 3 2 
 Jumlah 150 100.00 
  Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Pada unit layanan mutasi penduduk sekitar 139 atau 92.66% 
mengatakan petugas sopan dan rama dalam memberikan pelayanan 
sedangkan 11 atau 7.33 mengatakan petugas sangat sopan dan rama 
  
 
dalam memberikan pelayanan.Hasil wawancara dengan Kepala Dinas   
Ibu Nielma Palamba,SH,M.AP mengatakan bahwa: 
 Selalu diberikan pengarahan dan pelatihan terhadap setiap pegawai 
bahwa manakalah berhadapan dengan penerimah layanan maka 
utamakan 3 S,yaitu senyum,sapa ,salam.Hal lain yang tak kala penting 
adalah kerapian berpakain setiap petugas supaya tidak menjolok karena 
pada dasarnya suda ada seragam pegawai.(Wawancara, 8 Juli 2013) 
 
Tabel 4.26 
 Kesopanan Mendapatkan Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi 
Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Sopan dan Ramah -  
2 Kurang Sopan dan Ramah -  
3 Sopan dan Ramah 139 92,66 
4 Sangat Sopan dan Ramah 11 7.33 
 Jumlah 150 100.00 
   Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
 Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 
terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 
Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 
terhadap besarya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.Hasil 
responden pada unit layanan akte kelahiran bahwa 141 atau 94% 
mengatakan biaya pengurusan masi wajar sedangkan 9 atau 6% 
mengatakan biaya pengurusan masi sangat wajar. 
Tabel 4.27 
         Kewajaran Biaya  Pelayanan Pada Unit Layanan Akte Kelahiran 
  
 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Wajar -  
2 Kurang Wajar -  
3 Wajar 141 94 
4 Sangat Wajar 9 6 
 Jumlah 150 100.00 
  Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Pada unit layanan mutasi penduduk sekitar 146 atau 97,33% 
mengatakan biaya pengurusan masi wajar sedangkan 4 atau 2.66% 
mengatakan biaya pengurusan masi sangat wajar. 
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Makassar Ibu Nielma Palamba,SH,M.AP mengatakan bahwa: 
Biaya untuk setiap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Makassar suda diatur dalam Peraturan Daerah tentang restribusi 
administrasi kependudukan.mana kalah ada oknum petugas yang 
melakukan pungutan diluar dari biaya yang diterapkan maka akan ditindak 
tegas dan diproses sesuai dengan aturan yang ada.(Wawancara,8 Juli 
2013) 
 
 
Tabel 4.28 
Kewajaran Biaya   Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Wajar -  
2 Kurang Wajar -  
3 Wajar 146 97.33 
  
 
4 Sangat Wajar 4 2.66 
 Jumlah 150 100.00 
  Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
 Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan  
Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan Hasil responden pada unit 
layanan akte kelahiran menunjukkan bahwa 98 atau 65,33% masyarakat 
memberikan jawaban bahwa kepastian biaya pelayanan banyak 
sesuainya sedangkan 52 atau 34,66 memberikan jawaban kepastian 
biaya pelayanan selalu sesuai.  
 
 
Tabel 4.29 
Kepastian Biaya Pelayanan Pada Unit Layanan Akte Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Selalu Tidak Sesuai -  
2 Kadang-Kadang Sesui -  
3 Banyak Sesuainya 98 65.33 
4 Selalu Sesuai 52 34.66 
Jumlah 150 100.00 
  Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
  
 
Pada unit layanan mutasi penduduk sebanyak 112 atau 74,66% 
memberikan jawaban bahwa kepastian biaya pelayanan suda banyak 
sesuainya sedangkan 38 atau 25,66 memberikan jawaban bahwa 
kepastian pelayanan selalu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hasil 
wawancara dengan Ibu Nielma Palamba,SH,M.AP selaku Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar mengatakan bahwa: 
Biaya untuk setiap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Makassar suda diatur dalam Peraturan Daerah tentang 
restribusi administrasi kependudukan.mana kalah ada oknum 
petugas yang melakukan pungutan diluar dari biaya yang 
diterapkan maka akan ditindak tegas dan diproses sesuai dengan 
aturan yang ada.(Wawancara,8 Juli 2013) 
 
 
Tabel 4.30 
Kepastian Biaya Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Selalu Tidak Sesuai -  
2 Kadang-Kadang Sesui -  
3 Banyak Sesuainya 112 74.66 
4 Selalu Sesuai 38 25.33 
 Jumlah 150 100.00 
 Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
  
 
 Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Kepastian Jadwal 
Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. 
Pada unit layanan akte kelahiran terdapat 94 atau 62,66 
memberikan jawaban bahwa kepastian jadwal pelayanan banyak tepat 
waktu pelyananya sedangkan 56 atau 37,33 memberikan jawaban bahwa 
kepastian jadwal pelayanan selalu tepat dalam memberikan pelayanan. 
 
 
 Tabel 4.31 
Kepastian Jadwal Pelayanan Pada Unit Layanan Akte Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Selalu Tidak Tepat -  
2 Kadang-Kadang Tepat -  
3 Banyak Tepatnya 94 62.66 
4 Selalu Tepat 56 37.33 
 Jumlah 150 100.00 
  Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Pada unit layanan muatasi penduduk terdapat 135 atau 90 % 
memberikan jawaban bahwa kepastian jadwal pelayanan banyak tepat 
waktu sedangkan 15 atau 10% memberikan jawaban bahwa kepastian  
jadwal pelayanan selalu tepat pada waktunya.Hasil wawancara dengan 
  
 
Kepala Dianas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar 
mengatakan bahwa: 
Jadwal pelayanan suda diatur sesuai dengan surat edaran Sekertaris Kota 
Makassar bahwa ada perubahan dalam surat edaran tersebut akan 
disesuaikan kemudian.Hanya saja perlu pengawasan sehingga para 
petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal yang ada 
dan diharapkan tidak ada masyarakat yang terbengkalai karena ketidak 
jalasan waktu dan petugas dalm memberikan pelayanan.(Wawancara,8 
Juli 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.32 
Kepastian Jadwal Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Selalu Tidak Tepat -  
2 Kadang-Kadang Tepat -  
3 Banyak Tepatnya 135 90 
4 Selalu Tepat 15 10 
 Jumlah 150 100.00 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
 Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat 
memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 
  
 
Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat 
memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.Pada unit 
layanan akte kelahiran terdapat 20 atau 13,33% memberikan 
jawabanya bahwa kurang nyaman dalam mendapatkan pelayanan 
sedangakan 128 atau 85,33% membeikan jawaban bahwa suda 
merasa nyaman dalam mendapatkan pelayanan dan 2 atau 1,33 
memberikan jawaban suda sangat nyaman dalam mendapatkan 
pelayanan. 
 
 
 Tabel 4.33 
 Kenyamanan Lingkungan Pelayanan Pada Unit Layanan Akte 
Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Nyaman -  
2 Kurang Nyaman 20 13.33 
3 Nyaman 128 85.33 
4 Sangat Nyaman 2  1.33 
 Jumlah 150 100.00 
  Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Pada unit layanan mutasi penduduk terdapat 25 atau 23.33% 
memberikan jawaban bahwa kurang nyaman dalam mendapatkan 
pelayanan sedangkan 115 atau 76.66% memberikan jawaban bahwa 
  
 
suda nyaman dalam mendapatkan pelayanan.Hasil wawancara dengan 
Ibu Nielma Palamba,SH,M.AP mengatakan bahwa: 
Kenyamanan lingkungan saat ini diakuai bahwa masi dibawa standar 
operasinal oleh karena itu suda dilakukan langka antisipatif dengan 
pengusulan renovasi pada tahun 2014 nantinya sehingga dapat ditata 
dengan baik dan memberikan rasa nyaman terhadap petugas dan 
penerimah layanan.(Wawancara,8 Juli 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.34 
Kenyamanan Lingkungan Pelayanan 
Pada Unit Layanan Mutasi Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Nyaman -  
2 Kurang Nyaman 35 23.33 
3 Nyaman 115 76.66 
4 Sangat Nyaman -  
 Jumlah 150 100.00 
   Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
 Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 
digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 
dari pelaksanaan pelayanan. 
  
 
Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 
digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 
dari pelaksanaan pelayanan..Hasil wawancara dengan Ibu Nielma 
Palamba,SH,M.A.P selaku Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar mengatakan bahwa: 
Terjaminya tingkat keamanan itu kerena pada setiap sudut ruangan 
baik dalam maupun diluar suda terpasang kemera CCT yang 
secara 24 jam beroperasi kemudian ada petugas sekurity dan 
tukang parkir yang menjaga kemanan disekitar kantor dinas. 
(Wawancara, 8 Juli 2013) 
 
 Tabel 4.35 
    Keamanan Lingkungan Pelayanan Pada Unit Layanan Akte 
Kelahiran 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Aman -  
2 Kurang Aman 11 7.33 
3 Aman 120 80 
4 Sangat Aman 19 12.66 
 Jumlah 150 100.00 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
Pada unit layanan akte kelahiran hasil survei menunjukkan bahwa 
sekitar 11 atau 7,33% responden memberikan jawaban kurang aman 
dalam mendapatkan pelayanan sedangkan 120 atau  80% responden 
memberikan jawaban bahwa suda merasa  aman dalam mendapatkan 
pelayanan selebinya sekitar 8 atau 5,33% responden memberikan 
  
 
jawaban bahwa suda merasa sangat aman dalam mendapatkan 
pelayanan Pada unit layanan mutasi penduduk hasil jawaban sebanyak 
17 atau 11.33 responden mengatakan bahwa pelayanan yang didapat 
kurang aman serta 125 atau 83.33% responden menjawab suda aman 
dalam mendapatkan pelayanan dan sisanya 8 atau 5.33% responden 
menjawab suda sangat aman dalam mendapatkan pelayanan. 
 
Tabel 4.36 
Keamanan Lingkungan Pelayanan Pada Unit Layanan Mutasi 
Penduduk 
 
No  Indeks Pelayanan Frekuaensi ( f ) Persentase ( %) 
1 Tidak Aman -  
2 Kurang Aman 17 11.33 
3 Aman 125 83.33 
4 Sangat Aman 8 5.33 
 Jumlah 150 100.00 
    Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
 
4.3  HASIL ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA 
MAKASSAR 
    4.3.1 Menghitung Nilai Rata-Rata Masing-Masing Unsur Pelayanan  
Pada  Unit Layanan Akte Kelahiran 
Nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan pada 
unit layanan Akte Kelahiran adalah sebagaimana tabel berikut 
  
 
 
 
Tabel 4.37 
Nilai Rata-Rata Masing-Masing Unsur Pelayanan Pada Unit Layanan 
Akte Kelahiran 
 
NO UNSUR PELAYANAN 
NILAI UNSUR 
PELAYANAN 
1.  
Prosedur Pelayanan 3,146 
2.  
Persyaratan Pelayanan 3.086 
3.  
Kejelasan petugas pelayanan 3,113 
4.  
Kedisiplinan petugas pelayanan 3,16 
5.  
Tanggung jawab petugas pelayanan 3,1 
6.  
Kemampuan petugas pelayanan 3,14 
7.  
Kecepatan pelayanan 3,106 
8.  
Keadilan mendapatkan pelayanan 3.18 
9.  
Kesopanan dan keramahan petugas petugas 3,13 
10.  
Kewajaran biaya pelayanan 3,833 
11.  
Kepastian biaya pelayanan 3,806 
12.  
Kepastian jadwal pelayanan 3,006 
13.  
Kenyamanan lingkungan 3,12 
14.  
Kenyamanan pelayanan 3,15 
          Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
  Menghitung Bobot Nilai Rata-Rata 
Bobot nilai rata – rata tertimbang = 
Jumlah Bobot 
= 
1 
= 0,071 
Jumlah Unsur 14 
  
 Menghitung Nilai Rata-Rata Tertimbang Masing-Masing Unsur Pelayanan             
  
 
Nilai Rata-Rata Per Unsur = Jumlah nilai per unsur :Jumlah kuesioner 
 
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,071 
 
Jumlah Nilai  Per Unsur 
U1  = 472, U2 = 463, U3  = 463,  U4 = 474, U5 = 465, U6 = 471, U7  = 466, 
U8 = 477, U9 = 470, U10 = 575,U11 = 571, U12 = 460, U13 = 468,  U14 = 
473 
Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur 
 
 
NRR-U1=472:150=3.146,NRR-U2=463:150=3.086 NRR-U3  = 
463:150=3.113,NRR-  U4 = 474:150=3.16 NRR- U5 = 465:150=3.1 NRR -
U6 = 471:150=3.14 NRR- U7  = 466:150=3.106 NRR- U8 = 
477:150=3.18,NRR-U9 = 470:150=3.13,NRR- U10 = 575:150=3.833,NRR-
U11 = 571:150=3.806,NRR-U12 = 460:150=3.066 NRR-U13 = 
468:150=3.12,NRR-U14 = 473:150=3.15 
 
 
U1 = 3.146 x 0,071 = 0.2233,* U2 = 3.086 x 0.071 = 0.2191,* U3 = 3.113 x 
0.071, * U4 = 3.16 x 0.071* U5 = 3.1 x 0.071 = 0.22,*U6 = 3.14 x 0.071 = 
0.229,* U7 = 3.106 x 0.071 = 0.225,* U8  = 3.18 x 0.071 = 0.2258 * U9 = 
3.13 x 0.071 = 0.223,* U10 = 3.833 x 0.071 = 0.229, * U11 = 3.806 x 
0.071,* U12 = 3.066 x 0.071 = 0.217,* U13 = 3.12 x 0.071 = 0.2215,* U14 
= 3.15 x 0.071 = 0.223863 
NRR tertimbang  = 3.175445 
Menghitung Nilai Indeks KepuasanMasyarakat   
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 
100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 
25, dengan rumus sebagai berikut: 
a.      Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai 
Dasar 
         = 3.175445 x 25 =  79.3861 
b.      Mutu pelayanan B 
c.      Kinerja unit pelayanan  Baik. 
  
 
    4.3.2 Menghitung Nilai Rata-Rata Masing-Masing Unsur Pelayanan  
Pada  Unit Layanan Mutasi Penduduk 
 Tabel 4.38 
Nilai Rata-Rata Masing-Masing Unsur Pelayanan  
Pada Unit Layanan Mutasi Penduduk 
 
NO UNSUR PELAYANAN 
NILAI UNSUR 
PELAYANAN 
2.  
Prosedur Pelayanan 
3.126 
3.  
Persyaratan Pelayanan 
3.073 
4.  
Kejelasan petugas pelayanan 
3.1 
5.  
Kedisiplinan petugas pelayanan 
3.14 
6.  
Tanggung jawab petugas pelayanan 
3.086 
7.  
Kemampuan petugas pelayanan 
3.14 
8.  
Kecepatan pelayanan 
3.066 
9.  
Keadilan mendapatkan pelayanan 
3.146 
10.  Kesopanan dan keramahan petugas 
petugas 
3.153 
11.  
Kewajaran biaya pelayanan 
2.993 
12.  
Kepastian biaya pelayanan 
3.006 
13.  
Kepastian jadwal pelayanan 
3.04 
14.  
Kenyamanan lingkungan 
3.046 
15.  
Kenyamanan pelayanan 
3.053 
            Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2013 
    Menghitung Bobot Nilai Rata-Rata 
Bobot nilai rata – rata tertimbang = 
Jumlah Bobot 
= 
1 
= 0,071 
Jumlah Unsur 14 
  
  
 
Nilai Rata-Rata Per Unsur = Jumlah nilai per unsur 
:Jumlah kuesioner 
 
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,071 
 
 Menghitung Nilai Rata-Rata Tertimbang Masing-Masing Unsur   
Pelayanan             
Jumlah Nilai  Per Unsur 
U1  = 472, U2 = 463, U3  = 463,  U4 = 474, U5 = 465, U6 = 471, U7  
= 466, U8 = 477, U9 = 470, U10 = 575,U11 = 571, U12 = 460, U13 
= 468,  U14 = 473 
Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur 
  
  
NRR-U1=472:150=3.126,NRR-U2=463:150=3.126 NRR-U3  = 
463:150=3.1 3,NRR-  U4 = 474:150=3.14 NRR- U5 = 
465:150=3.086 NRR -U6 = 471:150=3.14 NRR- U7  = 
466:150=3.066 NRR- U8 = 477:150=3.146,NRR-U9 = 
470:150=3.153,NRR- U10 = 575:150=2.993,NRR-U11 = 
571:150=3.006,NRR-U12 = 460:150=3.04 NRR-U13 = 
468:150=3.046,NRR-U14 = 473:150=3.053 
  
 
U1 = 3.126 x 0,071 = 0.2219,+U2 = 3.126 x 0.071 =0.218,+ U3 = 
3.1 x 0.071, =0.2201,+U4 = 3.14 x 0.071+ U5 = 3.086 x 0.071 = 
0.22,+U6 = 3.14 x 0.071 = 0.229,+ U7 = 3.006 x 0.071 = 0.225,+U8  
= 3.146 x 0.071 = 0.2258 + U9 = 3.153 x 0.071 = 0.223,+ U10 = 
2.933 x 0.071 = 0.229, + U11 = 3.006 x 0.071,+ U12 = 3.04 x 0.071 
= 0.2158,+ U13 = 3.46 x 0.071 = 0.216,+ U14 = 3.053 x 0.071 = 
0.216 
           NRR tertimbang  = 3.0603 
4.3.3. Menghitung Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat  secara keseluruhan 
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu 
antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan 
dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: 
 Layanan Akte Kelahiran 
  
 
a.      Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar 
         = 3.175445 x 25 =  79.3861 
b.      Mutu pelayanan B 
c.      Kinerja unit pelayanan  Baik. 
 Layanan Mutasi Penduduk 
a.      Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar 
         = 3.0603 x 25 =  79.386125 
b.      Mutu pelayanan B 
c.      Kinerja unit pelayanan  Baik. 
Jadi hasil yang didapatkan secara menyeluru untuk indek 
kepuasan masyarakat pada dua unit pelayanan pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar yaitu: Mutu 
Pelayanan B serta Kinerja Unit Pelayanan Baik dan Nilai IKM 
setelah dikonversi adalah 79.3861125 
 4.4 FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS 
KEPUASAN MASYARAKAT    TERHADAP PELAYANAN PUBLIK 
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA 
MAKASSAR 
        4.4.1 Faktor Pendukung 
 Sumber Daya Manusia 
Sumber daya merupakan salah satu faktor utama dalam 
pengimplementasian suatu kebijakan. Kegagalan yang sering 
terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan 
  
 
oleh sumberdaya yang tidak mencukupi, memadai, serta 
berkompeten di bidangnya.  
Kualitas dan kemampuan dari para pegawai tentunya 
menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja yang optimal sehingga 
mencapai tujuan yang telah direncanakan. Latar belakang 
pendidikan yang dimiliki pegawai pada  Dinas Kependudukan Dan 
Catatan Sipil Kota Makassar.  sudah proporsional karena sebagian 
besar berpendidikan  Strata 1 (S1), semakin tinggi pendidikan 
seseorang akan menggambarkan tingkat kemampuan dalam 
pelaksanaan tugas pekerjaan yang telah ditentukan dan mampu 
membaungun hubungan yang baik antar sesama aparat pemerintah 
baik diinternal kantor maupaun lintas instansi. Kuantitas sumber 
daya manusia tidak akan ada artinya bila tidak dibarengi dengan 
kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tugas yang akan 
dilaksanakan.  
Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh 
Kepalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makssar Ibu 
Nielma Palamba,SH,M.A.P mengatakan bahwa: 
SDM yang kami miliki suda sangat tidak diragukan lagi kompetensi 
dan kemampunya.Secara kuntitas dan kualitas kami suda 
memenuhi karena personil petugas di semuah lingkup kecamatan 
kami tempatkan untuk menjemput langsung pengurusan dari 
masyarakat sedangkan secara kualifikasi pendidikan hampir semua 
personil petugas berpendidikan strata satu (S1 dan tak lepas dari itu 
untuk selalu meningkatkan mutu layanan dan mengikuti 
perkembangan yang adad maka setiap ada pelatihan pasti kami 
ikutkan petugas baik itu pelatihan dari pemerinta maupun LSM. 
(Wawancara,9 Juli 2013) 
  
 
Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dari segi 
kuantitas, jumlah  petugas dalam memberikan pelayanan suda 
mencukupi karena banyak juga dibantu oleh tenaga honorer 
kemudian secara kualitas suda mampu dan berkompeten dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pelayan masyarakat.  
    4.1.2  Faktor Penghambat 
 Sarana dan Prasarana 
Sarana pelayanan adalah segala jenis peralatan, 
perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai 
alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Peranan 
sarana pelayanan sangat penting disamping peran unsur 
manusianya sendiri. Salah satu yang juga sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik adalah faktor 
sarana pelayanan karena dengan adanya sarana pelayanan 
beraneka ragam jenis dan fungsinya bisa membuat pelayanan 
pada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif. Sarana 
pelayanan yang memadai di tandai dengan jumlahnya yang 
mencukupi dan kondisinya yang memadai. Sedangkan sarana 
pelayanan yang buruk ditandai dengan jumlahnya yang tidak 
mencukupi dan kondisinya yang tidak memadai. 
Fasilitas tidak sekedar peralatan kerja yang menjadi 
tanggung jawab pimpinan untuk pengadaannya.Fasilitas yang 
menjadi tanggung jawab pimipinan yang terpenting 
diantaranya adalah usaha dalam memperkecil hambatan-
  
 
hambatan yang mengganggu kelancaran pekerjaan. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa 
Kepala Dinas selalu berusaha memenuhi fasilitas pekerjaan 
bawahannya, namun dengan ketersediaannya anggaran yang 
masih terbatas, maka belum semuanya fasilitas kantor dapat 
dipenuhi. Kondisi ini dipertegas dari hasil wawancara di 
ketahui banyak keluhan dari masyarakat maupun staf 
mengenai kurangnya sarana dan prasarana seperti   kondisi 
kantor  yang kurang memadai. Hal ini apabila berlarut akan 
berdampak pada kinerja dan kewibawaan aparatur pemerintah  
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Berikut 
adalah hasil wawancara penulis dengan Kasubag 
Perlengkapan Ibu Yohana Rembang,BSc, Mengatakan 
bahwa: 
“Keberadaan fasilitas sarana dan prasarana sangat membantu 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat namun 
disisi lain seperti yang kami alami disini bahwa masi ada  
beberapa peralatan yang kami suda usulkan guna menunjang 
aktifitas pelayanan belum terealisasi dan belum mendapatkan 
titik terang yang jelas,akan tetapi keterbatasan yang ada pada 
beberapa titik pelayanan tida mengurangi semangat kami 
untuk memberikan pelayanan karena terkadang masi bisa 
ditaktisi walaupun tidak semaksimal seandainya peralatanya 
lengkap”.(wawancara, 9 Juli 2013) 
Hal yang sama diungkapkan oleh Kepalah Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar mengatkan 
bahwa: 
“Semuah unit layanan suda kita maksimalkan peralatan 
penunjang palayanan namun untuk peralatan penunjang 
  
 
lainya sementara kita perjuangkan untuk terealisasi terlebih 
yang paling mendesak untuk segera melakukan renovasi 
gedung karena suda tidak memungkinkan dan layak untuk 
memaksimalkan pelayanan. Terkadang masyarkat berdesak-
desakan diloket karena ruangan yang sempit kemudian tidak 
tersedianya ruang tunggu dan tempat pengisian formulir 
serta masi adad beberapa fasilitas penunjang lain yang 
segera dipenuhi”.(wawancara,9 Juli 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
bagaimana Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar serta faktor-faktor apa 
yang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan. Dalam bab ini akan 
dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan 
dengan hasil penelitian. 
3.1 Kesimpulan 
1) Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Indeks 
Kepuasan Masyrakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makssar,penulis dapat 
menyimpulkan bahwa pelayanan publik yang telah diberikan oleh  
aparatur pemerintah telah berjalan dengan baik dimana didapatkan 
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dilihat dari 14 indikator sesuai 
Kepmen.PAN No.25.Th.2004 dengan mutu pelayanan B dan nilai 
setelah dikonveksi 79.386 serta nilai interval 3,0603,Oleh karena itu 
kinerja unit pelayanan dapat dikategorikan baik. Unit layanan akte 
kelahiran memperlihatkan hasil jawaban responden setelah dihitung 
melalui IKM dihasilkan 2 unsur kinerja  layanan sangat baik dan mutu 
pelayanan A  yaitu: Kewajaran biaya palayanan dengan nilai interval 
3.83 dan kepastian biaya pelayanan dengan nilai interval 3.51 
selebinya ada pada mutu pelayanan B dengan kinerja unit layanan 
baik.Pada unit layanan akte kelahiran ini tidak ada responden yang 
  
 
memberikan jawaban atau penilaian mutu pelayanan D dan C serta 
kinerja unit pelayanan tidak baik dan kurang baik.Unit pelayanan 
mutasi penduduk memperlihatkan hasil analisis indeks kepuasan 
masyarakat dari 14 indikator yang ada semuanya memberikan 
jawaban atau penilaian mutu pelayanan B dengan kinerja unit 
pelayanan baik.  
 
2) Faktor-faktor yang mempengararuhi indeks kepuasan masyarakat 
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar yaitu: 
3. Faktor Pendukung 
Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik 
adalah     sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dengan 
kualifikasi pendidikan serta kompetensi yang memadai dan 
berkualitas. 
4. Faktor Penghambatan  
Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan 
publik adalah  Sarana dan prasarana pelayanan yaitu segala jenis 
peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi 
sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. 
Peranan sarana pelayanan sangat penting disamping peran unsur 
manusianya sendiri .Namun yang ada pada Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota Makssar adalah masi adanya beberapa 
fasilitas khususnya loket-loket pelayanan yang belum memadai  
menjadi aspek penting dalam mempengaruhi kinerja aparat 
  
 
pemerintah sehingga pelayanan publik tidak berjalan secara efektif 
dan efisien. 
3.2  Saran 
  Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka 
penulis juga akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat 
memberikan manfaat kepada pemerintah pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil di Kota Makassar untuk dapat meningkatkan kinerja aparat 
dalam memberikan pelayanan. Adapun saran tersebut, yaitu : 
1. Peningkatan mutu pelaynan melalui sumber daya manusia (SDM) 
yang mapan dan berkualitas harus tetap dipertahankan bahkan 
ditingkatkan dengan upaya menjalin kerja sama dengan lembaga 
atau LSM lainya yang bisa memberikan pelatihan berupa 
pelayanan prima. 
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar perlu 
memikirkan untuk memberikan penghargaan bagi pegawai atau 
aparat pemerintah yang berprestasi agar menjadi motivasi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat .  
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